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MOTTO 
 
                           
        
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah 
yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”  
(QS. Al Israa’ [17] : 31) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ix 
 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
 
 
 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
xii 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif Ā a dan garis di atas 
xiii 
 
atau ya 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
xv 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
xvi 
 
2. نوذخأت Taꞌ khużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌ ālamīna 
 
 
xvii 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
Imam Atma Widjaya, NIM : 152131038. “ABORTUS  PROVOCATUS  
DALAM  UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG 
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 
 Penulisan ini berusaha mengkaji tentang aborsi yang disengaja dalam 
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di 
dalam Undang-Undang tersebut ada Pasal yang membolehkan aborsi dengan 
alasan tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak dini 
kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan janin yang menderita cacat 
bawaan, serta kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis 
bagi korban perkosaan. Dalam Islam menyebutkan bahwa hak hidup seseorang 
terlindungi karenanya siapapun di larang untuk merampas hidup orang lain.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sumber 
data sekunder yaitu bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam, bahan hukum sekunder. 
Dalam analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan mendeskripsikan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hukum Islam 
untuk mengetahui keselarasan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan hukum Islam tentang ketentuan aborsi.  
 Hasil penelitian ini adalah ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Aborsi dapat dilakukan dengan alasan yang 
pertama atas dasar kedaruratan medis dengan ketentuan dimana kondisi tersebut 
benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi menyelamatkan 
ibu, dan juga janin yang dideteksi mengidap penyakit berat sehingga bayi akan 
sulit untuk hidup di luar kandungan, dan kedua korban perkosaan yang harus 
melalui konseling sebelum melakukan aborsi. Konseling tersebut dilakukan 
sebelum maupun sesudah aborsi, harus disertai dengan surat keterangan dokter 
untuk membuktikan usia kehamilan dan juga keterangan penyidik, psikolog 
mengenai adanya dugaan perkosaan. Aborsi atas dua dasar tersebut harus 
dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab. Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan beserta petunjuk teknik dan petunjuk 
pelaksanaan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selaras dengan 
konsep kemaslahatan yang ditempuh dengan menjaga prinsip dasar manusia yaitu 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  
Kata Kunci: Abortus Provocatus, Keselarasan, Darurah, Maslahah. 
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ABSTRACT 
 
Imam Atma Widjaya, NIM: 152131038. “ABORTUS  PROVOCATUS  
DALAM  UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG 
KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” 
This writing seeks to examine deliberate abortion in Law No. 36 of 2009 
concerning Health in the Law there is an Article that allows abortion for certain 
reasons, which then will be reviewed by Islamic criminal law. 
The research method used is library research. The primary data source is 
Law No. 36 of 2009 concerning Health and Islamic Criminal Law. Secondary 
data are books, thesis and others. Technique of collecting data with 
documentation study. The first stage of the discussion in this study will discuss the 
provisions of abortus provocatus in Law No. 36 of 2009 concerning Health and 
the second stage discusses the alignment of Law No. 36 of 2009 concerning 
Health with Islamic criminal law. 
The results of this study are that abortion is permitted by Law No. 36 of 2009 
concerning Health on the basis of medical emergencies and rape victims, the 
stages of the procedure in this case are regulated in Government Regulation No. 
61 of 2014 concerning Reproductive Health and Regulation of the Minister of 
Health. Then Law No. 36 of 2009 concerning Health and its derivatives does not 
conflict with Islamic criminal law because it is in harmony with the concept of 
benefit taken by maintaining basic human principles, namely maintaining 
religion, soul, mind, descent and wealth. 
Keywords: Provocatus Abortion, Harmony, Darurah, Maslahah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap tahun satu dari setiap empat kehamilan berakhir dengan aborsi, 
begitu perkiraan yang didasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
dan Institut Guttmacher.Laporan yang dimuat Lancet menyebutkan sebanyak 
56 juta perempuan melakukan aborsi setiap tahun, lebih tinggi dari yang 
diperkirakan sebelumnya.Para peneliti membenarkan tingkat aborsi di negara-
negara kaya menurun, tapi memperingatkan di wilayah-wilayah miskin 
keadaannya tetap buruk selama 15 tahun terakhir. Para ilmuwan mengatakan 
jumlah aborsi tahunan di seluruh dunia meningkat dari 50 juta per tahun 
antara 1990 sampai 1994 menjadi 56 juta per tahun antara 2010-2014. 
Peningkatan jumlah aborsi paling banyak terlihat di negara maju  sebagian 
didorong oleh pertumbuhan penduduk dan oleh keinginan untuk memiliki 
keluarga kecil. Perhitungan mereka menunjukkan bahwa, di saat jumlah 
aborsi per orang tidak banyak berubah di negara-negara miskin, justru di 
negara-negara kaya turun dari jumlah 25 menjadi 14 orang per 1.000 wanita 
usia reproduksi.
1
 
Para peneliti menemukan adanya angka aborsi mirip di berbagai negara  
terlepas dari apakah tindakan pengguguran kehamilan itu legal atau tidak. 
                                                             
1
 BBC News Indonesia, “Penelitian Tentang Aborsi: 25% Kehamilan Digugurkan” 
dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160512_majalah_kesehatan_aborsi 
diakses 4 April 2019. 
2 
 
Mereka berpendapat bahwa undang-undang yang melarang aborsi tidak 
membatasi jumlah pengguguran dan sebaliknya bisa menyebabkan orang-
orang untuk mencari tempat aborsi ilegal yang tidak aman bagi mereka. 
Laporan ini berlanjut dengan menyoroti kawasan-kawasan seperti Amerika 
Latin di mana satu dari tiga kehamilan berakhir dengan aborsi, yang 
jumlahnya lebih tinggi dibanding wilayah lain di dunia. Studi itu mengatakan 
bahwa ada sedikit peningkatan dalam tingkat aborsi di Eropa Barat, yang para 
peneliti sebut bisa dikaitkan dengan meningkatnya para wanita yang 
bermigrasi dari Eropa Timur dan kawasan yang lebih jauh.
2
 
Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, 
karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi 
kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia 
merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi 
kehidupan tersebut. Berbicara mengenai  aborsi tentunya bicara  tentang 
kehidupan manusia karena aborsi  erat kaitannya  dengan wanita dan janin 
yang ada dalam kandungan wanita.
3
 
Angka tahunan aborsi sebesar  37 aborsi  untuk  setiap 1,000 perempuan  
usia  reproduksi (15-49  tahun). Perkiraan  ini cukup tinggi bila dibandingkan  
dengan negara-negara lain di Asia: dalam skala regional sekitar 29 aborsi 
terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi. Sementara tingkat 
aborsi yang diinduksi tidak begitu jelas, namun terdapat bukti bahwa dari 4.5 
                                                             
2
Ibid. 
3
Charisdiono.M. Achadiat, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, (Jakarta: Buku 
Kedokteran, 2007), hlm. 12. 
3 
 
juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia pada waktu sekitar 
waktu penelitian tersebut dilakukan, 760,000 (17%) dari kelahiran yang 
terjadi adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan.
4
 
 Perkembangan janin ketika dalam kandungan yaitu Pada pertengahan 
siklus haid, sel telur masak dan masuk ke rahim (3-7 hari),  Pembuahan 
terjadi bila sel telur bertemu sperma dan masuk melalui dinding telur, Pada 
detik ini terjadi sel benih dan sel telur melepaskan masing-masing 23 
kromosom yang saling melebur dan membentuk bakal anak. Kromosom 
tersebut mengandung gene yang membawa faktor-fator keturunan,  Periode 
pranatal berlangsung 280 hari (40 minggu) dihitung mulai hari pertama 
menstruasi terakhir.  Kepala, mata, tubuh, tangan, urutan perkembangan: 
kaki, alat kelamin : Cephalocaudal dan Proximodistal. Berikut gambar 
perkembangan janin dalam kandungan:
5
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4
 Guttmacher Institut, “Aborsi di Indonesia”, seri 2018, No. 2, hlm. 1. 
5
Haryanto, “Permulaan Kehidupan Manusia (Perkembangan Pranatal)” dikutip dari 
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132049754/pendidikan/BAB+IV+Pranatal.pdf diakses 5 April 
2019, hlm. 8. 
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Di Indonesia terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur 
mengenai aborsi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.  
       Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, juga mengupas masalah 
abortus, yaitu pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi ”. 
Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu :
6
 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik 
yang mengancam nyawa ibu dan janin yang yang menderita cacat 
bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup diluar kandungan,atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan  
Berkaitan dengan Aborsi tidak aman akibat pemerkosaan berdampak pada 
tingginya angka kematian ibu, bukan merupakan persoalan sederhana, 
melainkan memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik dan 
psikis bagi yang bersangkutan, maupun psikososial bagi lingkungannnya. 
Kehamilan akan memperparah kondisi psikis korban yang sebelumnya telah 
mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma yang 
dialami si ibu yang hamil juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan 
janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan yang 
menjadi korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap 
kehamilannya. Disamping itu, dia akan merasakan beban psikologis yang 
                                                             
6
 Meliza Cecillia Laduri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009”,  Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 1. 
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berat jika harus membesarkan anak hasil perkosaan karena harus 
menanggung stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, fiqh dalam hal 
ini harus tampil dengan wajah yang ramah terhadap perempuan. Artinya, 
fiqh harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak 
sekedar halal atau haram, melainkan harus memberikan solusi hukum 
terhadap persolan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan korban 
pemerkosaan.
7
 
 Perbuatan aborsi sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun 
dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu di 
lakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang bisa dikemukakan antara 
lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama 
dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi 
dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang pengguguran 
kandungan tidak secepat kemajuan yang ada didalami dunia kedokteran, 
berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik 
tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan 
aborsi. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran 
kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk 
kekayaan. 
       Dalam Islam menyebutkan bahwa hak hidup seseorang terlindungi. 
Karenanya siapapun pihaknya, terlarang untuk merampas hak hidup orang 
lain. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. 
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 Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan 
Dalam PP No. 61 Tahun 2014”, AHKAM Vol.3. No. 1 Juli 2015, hlm. 85. 
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Muhammad Abu Zahrah, ilmuan Ushul Fiqhmenyatakan bahwa ajaran Islam 
pada dasarnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal itu dalam karya 
monumental Ushul Fiqhdikenal dengan sebutan al-mashalih al-haqiqiyat. 
Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali misalnya 
tergolong ulama-ulama fiqih yang melarang  pengguguran. Mereka melarang 
pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam abortus provocatus 
criminalis. Sementara ulama-ulama kontemporer, diantaranya Mahmud 
Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam 
keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu.
8
 
       Didalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang secara jelas mengatur 
mengenai aborsi, tetapi ada beberapa ayat yang melarang melakukan tindakan 
membunuh anak manusia dengan alasan apapun, seperti didalam surat Al-
An’am ayat 151 didalamnya disebutkan bahawa tidak diperbolehkan 
membunuh anak karena kemiskinan, selain di dalam surat Al-An’am dalam 
surat-surat yang lain yang berisi larangan untuk membunuh seperti di surat 
Al-Isra’ ayat 33, Al-Maidah ayat 32. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 
betuk proposal skripsi yang berjudul “Abortus Provocatus Dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif  Hukum 
Islam” 
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Saifullah, Abortus Dan Permasalahanya (Suatu Kajian Hukum Islam) Dalam 
Problematika Hukum Islam Kontomporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus Dan LSIK, 2002), hlm. 142.  
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B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana ketentuan abortus provocatus dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 
2. Bagaimana ketentuan abortus provocatus medicalisdalam Hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 
penulisan penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui ketentuan abortus provocatusdalamUndang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
2. Mengetahui Bagaimana ketentuan abortus provocatus medicalis dalam 
Hukum Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
       Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam tindakan aborsi   
menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan 
hukum Islam. Serta dapat dijadikan referensi atau panduan bagi para 
peneliti selanjutnya dalam memahami tindakan aborsi menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam. 
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2. Manfaat Praktis 
       Memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat sarana mengenai tindakan aborsi dalam Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam dan untuk 
dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wawasan 
serta untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 
acuan bagi mereka yang memerlukan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Teori Medis 
       Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada dua 
kategori yaitu abortus spontandan abortus provocatus. Abortus 
spontan(terjadi dengan sendiri, keguguran), insiden abortus ini pada 
umumnya tercatat sebesar 10%-20%. Sedangkan abortus provocatus 
(sengaja digugurkan), merupakan 80% dari semua abortus. Abortus 
provocatus ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang 
mengharuskan ibu diaborsi. Ada juga tanpa diagnosis pihak medis, yakni 
atas kehendak ibu karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu 
banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, perkosaan dan lain-lain, 
inilah disebut abortus non therapeuticus. Abortus provocatus terbagi dua 
yakni artificialis atau therapeuticus (abortus semacam ini ialah 
penguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu, misalnya 
karena ibu berpenyakit berat), dan abortus provocatus criminalis, adalah 
9 
 
pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh 
hukum.
9
 
2. Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.10 
3. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam 
Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang 
yang menghilangkan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa 
manusia. Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang 
dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau 
beberapa orang meninggal dunia.
11
 
4. Teori Darurat 
       Keadaan darurat dipersamakan dengan paksaan dari segi hukum, 
tetapi berbeda pada timbulnya perbuatan. Dalam paksaan, seseorang 
(yang dipaksa) itu dipaksa oleh orang lain untuk melakukan suatu 
perbuatan, sedangkan dalam keadaan darurat, seseorang tidak dipaksa 
oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi ia berada dalam 
suatu keadaan yang menuntutnya untuk keluar darinya dengan cara 
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 Dewani Romli, “ Aborsi Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Kajian 
Komparatif)”,  Jurnal AL-„ADALAH Vol. X.  No. 2 Juli 2011,  hlm 158 – 159.  
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Tim Redaksi, KUHAP dan KUHP, (Jakarta : EFATA Publishing, 2014), hlm. 271. 
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Ahmad Wardi Musim, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 137. 
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melakukan pekerjan yang dilarang (tindak pidana) agar dirinya atau 
orang lain dapat selamat dari kebinasaan.
12
 
Syarat-syarat keadaan darurat yaitu:
13
 
a. Keadaan darurat itu harus yang memaksa sekali atau tidak dapat 
dihindari (mulji‟) sehingga pelaku atau orang lain dalam keadaan 
jiwa atau bagian badanya dikhawatirkan akan mengalami 
kebinasaan. 
b. Keadaan darurat benar-benar telah terjadi, bukan hanya sekedar 
dinantikan terjadi. Karena itu, orang yang lapar tidak boleh 
memakan bangkai sebelum ia dalam kondisi lapar yang sangat 
mengkhawatirkan. 
c. Tidak ada alternatif lain untuk menolak darurat kecuali dengan  
menggunakan tindak pidana. Apabila mampu menolak darurat 
dengan jalan yang halal, dia tidak boleh menolaknya dengan jalan 
yang haram. 
d. Menolak keadaan darurat harus dengan tindakan yang secukupnya 
(tidak berlebihan). 
5. Istihsan 
       Imam Abu al-Hasan al-Karkhi mengemukan definisi, bahwa istihsan 
ialah “penetapan hukum dari seseorang mujtahid terhadap suatu msalah 
yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (Bogor : PT Kharisma 
Ilmu), hlm. 234 – 235. 
13
Ibid. 
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masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang 
menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”.14 
 
F. Tinjuan Pustaka 
       Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis  mengatakan penelitian 
terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi : 
       Penelitian Skripsi karya Letty Daya Pretty M dari UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta yang berjudul pelaku pelaku aborsi dalam pandangan hukum 
Islam dan hukum pidana Indonesia, penelitian ini membahas mengenai 
ancaman hukuman aborsi dalam pidana Islam adalah penguguran kandungan 
yang dilakukan oleh pelaku aborsi (ibu hamil, dokter/bidan, dukun, juru obat, 
maupun pihak-pihak yang membantu) dengan sengaja. Dalam Islam aborsi 
terdapat unsur kesengajaan pemisahan janin dari ibunya terlepas dari 
meninggalnya janin setelah dikeluarkannya tindakan ini. Perbedaan dengan 
penelitian penulis adalah penulis membahas mengenai di legalkannya aborsi 
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum 
Islam.
15
 
       Penelitian Skripsi karya Adila Putri Hapsari dari IAIN Surakarta Tahun 
2017 yang berjudul Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat (Studi Analisis 
Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005), penelitian ini membahas mengenai aborsi 
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 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Cet. 20, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 
424. 
15
Letty Daya Pretty M, “ Pelaku Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 83.  
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terhadap janin cacat merupakan suatu kasus baru yang didalam nash belum 
ditetapkan hukumnya maka metode yang digunakan adalah istihsan bi al-
maslahah yaitu istihsan yang mendasarkan pilihan hukumannya atas 
kemaslahatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah disini  penulis 
tidak hanya mengkaji dari hukum Islamnya saja melainkan dengan hukum 
positif yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
16
 
       Penelitian Jurnal karya Romli Dewani yang berjudul Aborsi Dalam 
Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Kajian Komparatif),penelitian 
ini membahas tiga pokok dalam kajian ini yakni abortus therapeuticus, aborsi 
setelah ditiupkan ruh, abortus nontherapeuticus sebelum ditiupkan ruh dan 
Abortus nontherapeuticus merupakan hal paling esensial sebelum ditiupkan 
ruh atau sebelum usia 120 hari. Karena kasus inilah yang banyak 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Aborsi yang 
dilakukan setelah berusia 120 hari dan sudah ditiupkan ruh, fuqaha bersepakat 
haram hukumnya. Karena hal itu dianggap sama dengan membunuh nyawa 
manusia yang sudah berwujud. Sebaliknya, pengguguran kandungan yang 
dilakukan atas dasar diagnosis dokter, atau disebut juga abortus 
therapeuticus, para fuqaha telah sepakat menyatakannya boleh. Alasannya 
adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dari bahaya yang mengancamnya 
tanpa melihat usia kandungan atau janin. Perbedaan dengan peneliti penulis 
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 Adila Putri Hapsari, “Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat (Studi Analisis Fatwa MUI 
Nomor 4 Tahun 2005), skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, 
hlm. 66. 
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adalah keselarasan antara hukum kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 
2009 tentang kesehatan ) dan Hukum Islam.
17
 
 
G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data kepustakaan (Library research), karena data 
bersumber pada buku-buku dan sumber-sumber lain yang tertulis.
18
 
2. Sumber data Sekunder yang meliputi:19 
a. Bahan Hukum Primer 
Norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam 
hal ini yang menyangkut adalah al-Qur’an, al-Hadist, dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
b. Bahan Hukum Sekunder 
       Data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah 
buku-buku dan penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal
20
 
seperti gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana Islam 
(2014), Hukum Aborsi dalam Islam (2004) serta sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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 Dewan Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Kajian 
Komparatif)”, Al- A‟Dalah, (Banda Aceh) Vol. X No.2, Juli 2011, hlm. 160.  
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Maju, 1996), hlm. 33. 
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 22. 
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c. Teknik Pengumpulan Data  
       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
dokumentasi dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.
21
 
d. Teknik Analisis Data 
       Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yang dilakukan 
secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif,
22
 yaitu 
dengan mendeskripsikan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan dan hukum Islam untuk mengetahui keselarasan antara hukum 
kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan), 
Hukum Islam Tentang ketentuan aborsi. 
H. Sistematika Penulisan 
       Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi 
dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai 
berikut:  
       Bab I, dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan 
ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
       Bab II,  dalam bab kedua ini adalah Tindakan Aborsi menurut Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada bab ini berisikan uraian 
tentang Tindakan Aborsi berupa pengertian dan dasar hukum menurut 
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Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, macam-macam 
aborsi, alasan-alasan aborsi serta sanksi hukum tindakan aborsi dan dasar 
hukum Istihsan. 
       Bab III, dalam bab ketiga ini adalah Prosedur Abortus Provocatus 
menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada bab 
ini berisikan uraian tentang tindakan aborsi menurut Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Hukum Islam dan Hukuman Aborsi menurut 
Hukum Pidana Islam.  
       Bab IV, dalam bab keempat ini adalah analisis Abortus Provocatus 
dalamUndang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Abortus 
Provocatus dalam Hukum Islam.  
       Bab V, dalam bab kelima ini adalah Penutup. Pada bab ini berisi 
kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan 
tujuan penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Aborsi 
1. Pengertian Aborsi 
       Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion 
yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dengan demikian, aborsi 
ialah keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan 
janin. Sementara itu, secara terminologi kedokteran, aborsi berarti 
berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Dalam istilah 
hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum 
waktunya (sebelum dapat lahir secara ilmiah).
1
 
 Dalam bahasa Arab, aborsi disebut al-ijhadh atau isqath al-hamli, 
yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kalau ada kalimat ajhadhat al-
haml, berarti alqat waladuha li ghairi tamam (seseorang yang sedang 
hamil memaksa keluar janinnya yang belum sempurna). Sementara itu,  
istilah yang lebih spesifik yang dipakai oleh Abdul Qodir Audah adalah 
al-jinayah „ala ma huwa nafsin min wajhin duna wajhin (tindak pidana 
terhadap janin). Ia menggunakan istilah panjang ini karena janin dilihat 
dari satu sisi termasuk jiwa manusia, tetapi dilihat dari sisi lainya belum 
dapat berpisah dari ibunya dan hidup secara mandiri.
2
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 M.Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 90. 
2
 Ibid ...,hlm. 91. 
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 Menurut istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai 
penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (ovum) yang telah 
dibuhi dlam rahim (uterus) sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 
Minggu. Sardikan Ginaputra, sebagaimana yang dikutip oleh Masjfuk 
Zuhdi, mengartikan aborsi sebagai pengakhiran mas kehamilan atau hasil 
konsepsi sebelum janin hidup diluar  kandungan.
3
 
 Definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abul Fadl 
Mohsin Ebrahim. Menurutnya, aborsi ialah pengakhiran kehamilan, baik 
secara sengaja maupun tidak sengaja; spontan akibat kelainan fisik 
wanita; atau baik akibat penyakit biomedikal internal maupun dengan 
cara yang disengaja melalui campur tangan manusia, seperti meminum 
obat-obatan tertentu atau menggunakan jasa dukun (dokter) praktik 
aborsi.
4
 
         Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara‟, kata 
“abortus” atau “aborsi” dikenal dengan ungkapan al-ijhadh atau ishqat 
al-haml, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan kata lain 
didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang 
ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks 
Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) 
adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu 
pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang 
                                                             
3
 Ibid. 
4
 Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi: Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, 
(Bandung: Mizan, 1997), hlm. 125. 
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dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau 
dikuatkan oleh tim medis.
5
 
 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi 
adalah mengeluarkan janin yang di dalam rahim dengan unsur 
kesengajaan sebelum waktu kelahiran dan dilakukan dengan segala cara 
baik menggunakan obat-obatan ataupun dilakukan oleh diri sendiri 
ataupun orang lain sehingga janin keluar dalam keadaan mati. 
2. Macam-Macam Aborsi 
Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi, yaitu abortus 
spontaneus dan abortus provocatus. Aborsi ini dapat terjadi karena salah 
satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. 
Sementara itu, abortus provocatus ialah aborsi yang terjadi secara 
sengaja. Aborsi ini terdiri atas dua jenis:
6
 
a. Abortus artificalis therapicus, yaitu pengguguran kandungan yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Apabila aborsi tidak 
dilakukan, dapat membahayakan jiwa ibu. Aborsi semacam ini 
dikalangan ulama disebut al-isqath adh-dharuri atau al-isqath al-
allaji yang berarti aborsi darurat dalam rangka melakukan tindakan 
medis. 
                                                             
5
 Romli Dewani. “Aborsi Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Kajian 
Komparatif)”, AL-„ADALAH Vol. X. No. 2 Juli 2011, hlm. 159. 
6
 M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, 
(Jakarta: amzah, 2014), hlm. 92. 
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b. Abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran kanndungan yang 
dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini biasanya 
dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan oleh 
pasangan, bik resmi maupun tidak. Di kalangan ulama, aborsi 
macam ini disebut dengan al-isqath al-ikhtiyari yang berarti 
pengguguran kandungan yang dilakukan sengaja dan tanpa sebab. 
Sementara itu, CB. Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh 
macam. Berikut ini penjelasannya:
7
 
a. Aborsi miscarriage atau keguguran, yaitu berhentinya kehamilan 
sebelum bayi dapat hidup di luar kandungn tanpa campur tangan 
manusia. Kalau berhentinya kehamilan ini terajadi sesudah janin 
dapat hidup di luar kandungan, disebut kelahiran prematur. 
b. Aborsi therapeutic (medicalis) atau aborsi akibat kedaururatan 
medis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk 
menyelamatkan nyawa si ibu atau untuk menghindarkan si ibu dari 
kerusakan fatal pada pada tubuhnya yang tidak dapat dikembalikan 
lagi. Dalam hal ini terjadi konflik menyangkut hak berbagai pihak, 
yaitu hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup si ibu, 
dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai 
ibu. Pelaksnaan aborsi ini bersifat dilematis karena harus memilih. 
c. Aborsi kriminalis, yaitu  penghentian kehamilan sebelum janin dapat 
hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain aborsi 
                                                             
7
 Ibid.. hlm. 93-94 
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therapheutic dan dilarang oleh hukum. Hal ini tergantung dengan 
sistem hukum di suatu negara yang terkadang tidak sama dengan 
negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum 
berumur tiga bulan tidak dilarang. Sementara itu, di Indonesia, 
semua bentuk aborsi kecuali dengan alasan indikasi medis adalah 
termasuk aborsi kriminalis. 
d. Aborsi eugenetik, yaitu penghentian kehamilan untuuk menghindari 
bayi yang cacat atu mempunyai penyakit genetis. 
e. Aborsi langsung-tak langsung. Aborsi langsung ialah tindakan 
(intervensi medis) yang tujuannya membunuh janin yang ada di 
dalam rahim sang ibu. Sementara itu, aborsi tak langsung adalah 
tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun 
aborsi itu sendiri tidak dimaksudkan dan tidak menjadi tujuan dalam 
tindakan tersebut. 
f. Selective abortion, yaitu penghentian kehamilan karena janin yang 
dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi jenis ini 
biasanya dilakukan oleh wanita yang mengadakan prenatal 
diagnosis, yaitu diagnosis janin ketika masih ada di dalam 
kandungan. 
g. Partical birth adalah istilah hukum yang dalam istilah medis dikenal 
dengan nama intact dilaction and extraction (D&X). Cara ini 
dilakukan dengan memberikan obat-obatan kepada wanita hamil 
agar serviks terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah 
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dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi 
sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Selanjutnya, 
bayi ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya. Kepalanya dibiarkan 
tetap berada dialam tubuh ibunya. Ketika kepala janin masih di 
dalam itulah dokter menusuk kepala dengan alat yang tajam dan 
menghisap otak sijanin sehingga bayi itu meninggal.  
3. Terciptanya Manusia 
Membahas masalah aborsi banyak sekali perbedaan pendapat di 
dalamnya, baik di kalangan ilmu kedokteran maupun kalangan muslim. 
Untuk mendapatkan kejelasan agar mengerti secara detail maka perlu 
penjelasan tentang tahpan perkembangan terciptanya manusia :
8
 
a. Fase Pertama (Nuthfah) 
       Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nuthfah adalah sperma 
laki-laki sendiri yang memancar ke dalam rahim perempuan, karena 
Allah SWT telah menjelaskan firman-Nya bahwa Dia menciptakan 
manusia dari air yang memancar:
9
 
                         
Terjemahannya: 
“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia 
diciptakan? Dia   diciptakan dari air yang dipancarkan.” 
 
                                                             
8
 Abbas Syauman, Hukum Aborsi, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), hlm. 24-28.  
9
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 622.  
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       Pancaran tersebut hanya berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur 
ulama mengatakan bahwa nuthfah adalah sperma laki-laki dan 
indung telur perempuan secara bersamaan. Pendapat inilah yang 
benar dan didukung dengan firman Allah setelah dua ayat di atas:  
               
Terjemahannya: 
 “Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 
perempuan.” 
 
       Maksudnya adalah tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 
perempuan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nuthfah 
adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan apabila bersatu 
di dalam rahim perempuan, dan itulah fase pertama janin. 
b. Fase Kedua („Alaqah) 
Al Qurthubi menafsirkan firman Allah:
10
 
              
  Terjemahannya: 
“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” 
       Maksudnya, Allah menciptakan dari darah, bentuk jamak dari 
„alaqah, yang berarti darah yang menggumpal. Apabila darah 
                                                             
10
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X ..., hlm. 719. 
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mengalir, maka disebut masfuh. Al Qurthubi juga mengatakan 
bahwa firman Allah „dari segumpal darah‟ menggunakan bentuk 
jamak karena yang dimaksud dengan manusia adalah gabungan. 
Mereka diciptakan dari „alaqah setelah fase nuthfah. „alaq adalah 
darah yang lembab, disebut demikian karena ia mengait („allaqa) apa 
yang dilewatinya karena ia basah. Jika kering, ia tidak disebut 
‘alaqah. 
Allah secara khusus menyebut manusia sebagai penghormatan 
baginya. Satu  pendapat mengatakan bahwa Allah ingin menjelaskan 
kebesaran nikmat-Nya pada manusia, yang menciptakannya dari 
segumpal darah yang hina, kemudian dijadikannya manusia 
sempurna dan berakal yang mampu membedakan antara yang baik 
dan yang buruk. Dari ucapan Al Qurthubi dapat disimpulkan bahwa 
„alaqah adalah segumpal darah yang membedakan yang tercipta dari 
campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. 
c. Fase ketiga (mudhghah) 
Mudhghah berarti seukuran kunyahan. Sedangkan yang 
dimaksud mudhghah dalam fase janin adalah sepotong daging yang 
seukuran kunyahan, yang terbentuk dari „alaqah. Ar-Razi 
menafsirkan firman Allah, “lalu segumpal darah itu kami jadikan 
segumpal daging...” 
24 
 
Maksudnya, kami menjadikan darah yang menggumpal itu 
mudhghah, yaitu sepotong daging seolah-oah ukurannya sebesar 
kunyahan. Seperti kata ghurfah yang berarti seukuran gayung. 
Perubahan ini disebut dengan kata khalaq (menciptakan), karena 
Allah menghilangkan sifat-sifat sementara padanya kemudian 
menciptakan sifat-sifat sementara lainnya, sehingga penciptaan sifat-
sifat ini disebut khalaqa, dan seolah-olah Allah menciptakan organ 
tambahan lainnya. 
Ketiga fase kehamilan ini, nuthfah, „alaqah dan mudhghah 
masing-masing memakan waktu empat puluh hari sebelum beralih 
ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencapai 120 hari, maka 
ditiupkanlah kepadanya ruh dan menjadi ciptaan yang baru. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT:
11
 
                    
                       
                      
                    
 
 
 
 
                                                             
11
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid VI ..., hlm. 475.  
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Terjemahannya: 
 
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu 
air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 
(rahim).Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, 
lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami 
jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah 
Allah, Pencipta yang paling baik.” 
 
4. Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi 
       Aborsi berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal 
ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam 
masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak 
mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan 
yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. 
Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam 
melakukan tindakan aborsi yaitu sebagai berikut: 
12
 
a. Kehamilan Sebagai Akibat Hubungan Kelamin Di Luar 
Perkawinan.      
       Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu 
problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah 
meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda 
Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang 
aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. 
                                                             
12
 Asrianto Zainal, “Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Kejahatan 
Aborsi”, Jurnal Al-„Adl, (Kendari) Vol. 9 No. 2, Juli 2016, hlm. 49-50.  
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Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi 
maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti 
negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru 
saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita 
yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada 
umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak 
haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang 
diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka 
mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau 
penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan. 
b. Alasan-Alasan Sosial Ekonomis. 
       Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) 
biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. 
Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat 
memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang 
bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. 
Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan 
masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia 
subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti 
kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan 
oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk 
digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi 
membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.  
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c. Alasan Anak Sudah Cukup Banyak.  
       Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi 
di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. 
Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada 
kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan 
kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurusi anak 
yang sedemikian banyaknya. Daripada sianak yang akan 
dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga 
maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.  
d. Alasan Belum Siap Punya Anak. 
       Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah 
tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-
pasan, hidupmenumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah 
satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya 
anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang 
masih kerepotan mengurusinya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, 
mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak 
mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. 
Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk 
menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan 
pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, 
dengan hilangnya embrio atau janin tersebut, dimasa-masa 
mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang 
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tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk 
merawatnya sampai dewasa.  
e. Kehamilan Akibat Perkosaan.  
       Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin 
(persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi 
logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. 
Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan 
yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. 
Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, 
korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan 
yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban 
menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin 
dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena 
membawa sial saja. Janin tidak diangap sebagai bakal manusia 
yang mempunyai hak-hak hidup. 
 
5. Cara-Cara Aborsi 
       Cara-cara aborsi sangat beragam seiring banyaknya sebab-sebab 
aborsi. Cara aborsi dapat dikelompokkan kepada tiga jenis yaitu:
13
 
a. Cara-Cara Aktif 
Maksudnya adalah aborsi yang terjadi selepas dari satu aksi, baik 
itu berasal dari ibu atau dari orang lain. Contoh aborsi ini adalah 
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 Abbas Syauman, Hukum Aborsi..., hlm. 61-63. 
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tinda kejahatan terhadap ibu seperti pukulan dan sejenisnya, yang 
berdampak pada ibu dan janinnya secara bersamaan, atau pada 
janin saja tanpa pada ibu. 
       Termasuk aborsi cara ini adalah teror terhadap ibu misalnya 
seorang hakim memintanya untuk mengatakan sesuatu yang 
buruk, sehingga kandungannya gugur karena terlampau takut. 
Selain itu adalah rasa lapar, marah dan sedih yang luar biasa akibat 
berita menyedihkan, atau mencium bau tajam yang berdampak 
pada kehamilan dan lain-lain. 
b. Cara-Cara Pasif 
Yang dimaksud cara-cara pasif adalah ibu tidak mau 
melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan 
kehamilan, sehingga mengakibatkan bahaya pada kehamilan. 
Contohnya ibu tidak mau mengkonsumsi obat-obatan yang telah 
diresepkan untuk menjaga kehamilan atau ibu tidak mau 
mengkonsumsi apa yang sangat diinginkannya, padahal ia tau hal 
itu bisa berpengaruh pada keberlangsungan kehamilan dan lain-
lain. 
c. Cara-Cara Medis 
       Yaitu cara-cara yang digunakan dokter untuk mengaborsi 
janin. Cara ini sangat beragam antara lain: 
1) Menginjeksi anti zat progesteron yang berfungsi menguatkann 
kehamilan. 
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2) Menggunakan zat prostagelamizin yang membunuh janin 
dengan cara menyuntikan pada pembuluh darah atau urat atau 
rahim atau kapsul vagina. 
3) Melakukan operasi curette melebarkan dan membersihkan 
rahim.  
4) Melakukan operasi pelebaran rahim dengan meletakan fiber 
kering di leher rahim yang akan mengembang karena 
menyedot air, shingga leher rahim melebar dan janin jatuh. 
5) Melakukan operasi medis menyerupai caesar untuk 
mengeluarkan janin dari rahim. 
 
6. Dampak Negatif Aborsi 
       Aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama 
dibandingkan kanker dan penyakit jantung, dan tindakan aborsi 
mengandung resiko yang cukup tinggi bagi perempuan apabila tidak 
dilakukan berdasarkan standar profesi medis. Berbagai cara yang 
dilakukan dalam praktek aborsi adalah:
14
 
1) Manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar 
janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena 
pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ 
dalam tubuh 
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 Nelly Yusra, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Riau: Fakultas Tarbiyah dan 
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2) Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan agar rahim menjadi 
panas. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan 
marica atau obat keras lainnya 
3) Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat 
mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ 
dalam tubuh. 
        Adapun akibat yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan aborsi 
antara lain:
15
 
1) Pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan 
neurologis/syaraf di kemudian hari, dan akibat lanjut pendarahan 
adalah kematian. 
2)  Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat 
dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami 
kemandulan di kemudian hari setelah menikah. 
3) Resiko terjadinya ruptur uterus (robek rahim) besar dan penipisan 
dinding rahim akibat kuretasi. Hal ini dapat juga menimbulkan 
kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat 
keseluruhannya. 
4) Terjadinya fistula genital tarumatis, yaitu timbulnya saluran yang 
secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran 
kencing atau saluran pencernaan. 
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5)  Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil 
dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga 
yang terlatih.  
6) Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain :  
a) sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, 
sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan 
dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan 
terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi 
septik, yang merupakan komplikasi aborsi legal yang fatal. 
b) pendarahan, hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, 
atau cedera organ panggul atau usus, efek samping jangka 
panjang berupa sperumbatan atau kerusakan permanen di tuba 
fallopi (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan. 
 
B. Dasar Hukum Istihsan  
       Dalam hal ini salah satu metode istinbath hukum yang digunakan 
dalam menentukan suatu hukum adalah istihsan. 
1. Pengertian Istihsan 
       Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berarti 
menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah 
tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan 
berarti saya menganggap baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti 
sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti 
33 
 
karena memang disuruh untuk itu. Dari pengertian secara etimologi 
tersebut, maka tergambar adanya sesorang yang telah menghadapi dua 
hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya 
untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil 
yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. 
16
 
       Istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan 
oleh syara‟ dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih 
cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. 
Baik dengan cara meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi 
sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara 
mengambil permasalahan yang sifatnya juz‟i dari permasalahan yang 
sifatnya kulli. Oleh karena itu jelaslah bahwa istihsan tetap dibangun 
berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu 
belaka.
17
 
       Menurut terminologi banyak ulama yang mendefinisikannya, 
yaitu Ulama ushul fiqh madzab hanafi, diantaranya imam bazdawi 
mendefinisikan istihsan dengan:
18
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Artinya: “Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas 
yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil 
yang lebih kuat” 
 
       Menurut Imam Bazdawi dalam kasus-kasus tertentu, metode 
qiyassulit untuk diterapkan , karen illat yang ada pada qiyas amat 
lemah. Oleh sebab itu, perlu dicari metode lain yang mengandung 
motivasi hukum yang kuat sehingga hukum yang diterapkan pada 
kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-tujuan syara‟.19 
 
SSementara itu, as-Sarakhsi mendefenisikan istihsandengan: 
Artinya: “Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan 
yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang 
menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan 
manusia”. 
 
       Selanjutnya al-Syatiby dalam al-I‟tisam menerangkan bahwa 
istihsan adalah mengabaikan maksud dalil dengan cara pengecualian 
atau pemberian rukhsah karena berbeda hukumnya dalam beberapa 
hal. Dalam sumber yang lain ia mengatakan bahwa menurut golongan 
Malikiyah dan Hanafiyah, istihsan yaitu beramal dengan salah satu 
dari dua dalil yang terkuat; berpegang kepada dalil umum apabila dalil 
tersebut dapat berlaku secara kontinyu dan berpegang kepada qiyas 
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jika qiyas itu bisa berlaku umum. Menurutnya, kedua golongan ini 
berpandangan pada kebolehan mentakhsis dalil umum dengan dalil 
yang zahir maupun dengan makna.Bedanya, Abu hanifah mentakhsis 
dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan 
dengan qiyas, sedang Malik mentakhsisnya dengan maslahat.Dari 
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa istihsan pada dasarnya 
mengabaikan ketentuan qiyas karena adanya suatu dalil yang 
menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau 
dalil umum karena ada alasan yang lebih kuat.
20
 
2. Rukun-Rukun istihsan 
Beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak mengambil 
hukum dengan jalan istihsan, yaitu;
21
 
a. Dalil kulli(dalil umum) atau qiyas jaliy, yaitu dalil yang berlaku 
sebagai ketentuan umum; 
b. Kasus yang belum ada nashnya sebagai far‟ yang mengandung 
karakter khusus sehingga dalil umum tidak dapat diberlakukan 
dan membutuhkan hukum yang khusus pula; 
c. Alasan hukum yangberupa kemaslahatan yang lebih kuat dari 
dalil umum atau qiyas jaliy sebagai illat yang berlaku secara 
khusus; 
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d. Al-hukm al-asl atau hukm al-kulliy, yaitu hukum yang ada dalam 
dalil umum atau hasil qiyas jaliy; 
e. Hukm al-far‟i, yaitu hukum yang dihasilkan oleh adanya dalil 
khusus yang berbeda dengan hukm al-kulliy. 
 
3. Macam-Macam istihsan 
       Macam-macam istihsan sebagai berikut:
22
 
a. Istihsan dengan nas, yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis. 
Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang 
berbeda dengan ketentuan kaidah umum.Contohnya, dalam kasus 
orang yang makan dan minum di saat berpuasa karena ia lupa. 
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa tidak batal 
puasa orang yang tidak sengaja makan atau minum. Yang 
dianggap membatalkan puasa adalah sengaja makan atau minum. 
Sebab secara psikologi, makan atau minum karena kelupaan 
tidaklah dilandasi oleh kesadaran, sehingga orang yang makan 
atau minum tanpa sengaja tidak menyebabkan puasanya batal. 
Namun demikian pengecualian ini hanya berkaitan dengan hak 
Tuhan, dan tidak dapat diterapkan kepada tindak pidana yang 
berkaitan dengan hak manusia meskipun dilakukan tanpa 
disengaja, misalnya dalam pembunuhan karena khilaf yang tetap 
dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. 
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b. Istihsan ijma‟, yaitu meninggalkan qiyas karena ada kesepakatan 
umum. Contohnya, penetapan sahnya akad jual beli yang tidak 
yang tidak menghadirkan obyeknya, karena transaksi semacam itu 
sudah jelas dan dikenal sepanjang zaman. Hal seperti ini menurut 
qiyas tidak sah, kerena obyeknya tidak ada. 
c. Istihsan qiyas khafi, yaitu qiyas yang antara asal dan cabangnya 
terdapat perbedaan yang mempengaruhi hukumnya. Contohnya, 
seseorang yang telah mewakafkan sebidang tanah pertanian. 
Secara istihsan, hak-hak yang bersangkut paut dengan tanah itu, 
seperti hak mengairi, membuat saluran air di atas tanah tersebut 
sudah tercakup dalam pengertian wakaf secara langsung, 
meskipun hak-hak itu tidak disebutkan secara terinci. Sedangkan 
secara qiyas, hak-hak itu tidak langsung masuk ke dalamnya, 
kecuali hak-hak itu tercakup di dalamnya atas ketetapan nas. 
d. Istihsan darurat, yaitu penetapan hukum suatu peristiwa yang 
menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui qiyas, karena 
adanya keadaan darurat yang mengharuskan menyimpangan 
tersebut, dengan maksud untuk menghindari kesulitan. Contohnya 
syariat melarang seorang laki-laki melihat aurat wanita, tetapi 
dalam keadaan darurat, misalnya dokter yang hendak mengobati 
diperbolehkan oleh istihsan melihat aurat pasien wanita. 
Kebolehan di sini hanya bisa berlaku ketika hendak mengobati, 
dan apabila penyakit yang diobati itu telah sembuh, maka 
38 
 
kebolehan tersebut kembali menjadi terlarang.Contoh lainnya 
masalah membersihkan sumur dari najis, yakni apabila suatu najis 
jatuh kedalam sumur maka air sumur itu tidak mungkin di 
bersihkan/ disucikan dari najis karena setiap air yang dituangkan 
ke dalam sumur – untuk mensucikannya- akan menjadi najis 
lantaran bercampur dengan najis yang bercampur dalam sumur 
itu. Atas dasar ini, sebagian ulama berpendapat bahwa air sumur 
tersebut selamanya berstatus mutanajjis. Pendapat demikian tentu 
mendatangkan kesukaran dan kendala bagi masyarakat untuk 
memenuhi hajat hidup atas air, baik untuk urusan kebutuhan 
pokok ke duniaan maupun peribadatan. Atas dasar pertimbangan 
ini sebagian ulama hanafiyah menetapkan bahwa air sumur 
tersebut dapat suci/ bersih kembali dengan cara menunagkan 
beberapa timba air ke dalamnya. Dasar pertimbangan inilah yang 
di namakan istihsan bi al- darurah.
23
 
e. Istihsan „urf, ialah sesuatu berdasarkan adat kebiasaan yang 
berlaku umum. Contohnya, sama dengan contoh istihsan yang 
berdasarkan ijmak, seperti pada nomor 2 di atas. 
f. Istihsan maslahat, yaitu meningalkan qiyas karena adanya 
maslahat (kebaikan).Adapun meninggalkan dalil umum atas dasar 
al-maslahah, dicontohkan dengan kasus beban penjaminan/ 
pertanggungan buruh yang berkongsi. Berdasarkan kaidah al-asl, 
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buruh yang berkongsi merupakan orang terpercaya dan orang 
yang demikian tidak perlu dibebani penjaminan/ atau 
pertanggungan kecuali telah tanpak jelas kelakuan 
khianatnya.akan tetapi berdasarkan dalil istihsan, Imam Malik 
berpandangan bahwa buruh yang berkongsi tersebut tetap di 
bebani penjaminan/ bertanggungan dan beliau meninggalkan 
kaidah al-asl diatas pada masa beliau hidup, di kalangan buruh 
nyaris lenyat rasa tanggungjawab dan marak kelakuan khianat. 
Inilah sisi al-maslahah yang dimaksud. Jadi al-maslahah ini 
dijadikan dasar dari pengecualian kaidah al-asl.
24
 
g. Istihsan raf al-haraj wa al-masyaqqat (menolak kesukaran dan 
kesulitan). Hal ini merupakan kaidah yang qath‟i, yakni 
meninggalkan masalah kecil dan menghindari kesukaran. 
Contohnya, memperbolehkan pemakaian kamar mandi umum 
tanpa ketentuan jumlah sewa, lama pemakaian dan banyaknya air 
yang dipakai. Karena itu asal hukumnya tidak boleh, sebab 
termasuk sewa menyewa, dan objeknya tidak jelas. Akan tetapi, 
hal ini dibatalkan oleh Imam Malik. 
4. Kehujjahan Istihsan 
       Apabila ditelusuri sejarah munculnya istihsan sebagai dalil 
hukum, maka ia berawal dari persoalan penerapan qiyas sebagai dalil 
hukum. Kenyataannya, dalam beberapa hal qiyas tidak dapat 
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difungsikan karena ketidak relevannya dengan masalah yang 
dimaksud. Untuk menyelesaikan problematika seperti itu, kiyas harus 
dikesampingkan dan mencari cara lain yang lebih mendekati tujuan 
syara‟. Penyelesaian dengan metode tersebut yang kemudian disebut 
dengan istihsan. Fuqaha yang banyak menerapkan metode istimbat 
istilah hukum istihsan dalam berbagai persoalan fiqh adalah Imam 
Abu Hanifah. Akan tetapi, setelah disistematisasikan menjadi bagian 
dari dalil hukum (menurut istilah pakar ushul), maka penggunaannya 
tidak terbatas pada pengikut mazhab Hanafi melainkan juga 
dipraktekkan oleh mazhab Maliki dan Hanbali.
25
 
       Menurut mazhab Maliki, konsep dasar istihsan diberlakukan 
ketika terdapatdua dalil aygn saling kontroversi. Cara penyelesaiannya 
adalah memilih dalil yang terkuat atau mengecualikan pemberlakuan 
dalil kulliy. Al-Syatibiy, menjelaskan pengecualian penerapan dalil 
kulliy. Al-Syatibiy, menjelaskan pengecualian penerapan dalil kulliy 
dalam suatu persoalan ditempuh bila bertentangan dengan dalil juz′iy. 
Dengan kata lain, ketika terjadi hal seperti itu maka kemaslahatan 
juz′iy harus diutamakan. Selain itu, pengikut mazhab maliki 
menerapkan istihsan dalam rangka mengutamakan maslahat daripada 
qiyas. Dalam artian, apabila terjadi kontroversi antara maslahat 
dengan qiyas lalu mengutamakan qiyas, maka tujuan syara‟ tidak akan 
dapat terwujud. Selanjutnya, menurut pengikut mazhab hambali, 
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pemberlakuan istihsan pada dasarnya bertolak dari pertimbangan: 
pertama, penyimpangan suatu ketentuan hukum yang seharusnya 
diterapkan karena adanya khusus dari Al-Qur‟an dan sunnah. Kedua, 
terdapat suatu pertimbangan yang dipandang baik oleh mujtahid. 
Ketiga, adanya suatu dalil yang tidk dapat diaplikasikan menurut 
pertimbangan mujtahid.
26
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BAB III 
ABORTUS PROVOCATUS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 
2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Abortus Provocatus Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan  
       Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 
yang menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga dan masyarakat serta 
didukung oleh pemerintah. Undang-undang RI Nomor.36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan mengamanatkan Pembangunan Kesehatan ditujukan 
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 
produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu upaya kesehatan harus 
ditingkatkan secara terus menerus untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. 
Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan 
yang sehat dan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang 
dan bertanggungjawab. Setiap orang juga berkewajiban berperilaku Hidup 
Bersih dan Sehat serta menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi 
orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 
1
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Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang 
pada khususnya mengatur mengenai aborsi, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) telah terlebih dahulu mengatur tentang aborsi yang 
menjelaskan bahwa melarang untuk dilakukannya perbuatan aboris dalam 
bentuk apapun atau istilah lainnya aborsi criminalis.  
Kemudian pada tahun 1960 Undang-Undang kesehatan yang pertama 
muncul yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 
Kesehatan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 disahkan di Jakarta pada 
tanggal 15 Oktober 1960. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 ini 
belum mengatur masalah aborsi. Dengan perkembangan zaman 
pembangunan kesehatan pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang 
Nomor  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 Tentang Kesehatan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia 
Soeharto di Jakarta pada tanggal 17 September 1992.
2
 Kemudian Dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. 
Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat 
dalam pasal-pasal tersebut:
3
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       Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “konselor” dalam 
ketentuan ini adalahsetiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai 
konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi 
konseloradalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dansetiap 
orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilanuntuk itu.
4
 
       Dalam Pasal 76 aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya 
dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 Minggu, oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, dengan persetujuan 
ibu hamil yang bersangkutan, harus dengan izin suami kecuali korban 
perkosaan dan penyedia layanan kesehatan harus memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
5
 
       Selanjutnya Pasal 77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memberikan 
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, 
tidakaman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yangdilakukan 
dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuanyang bersangkutan, yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yangtidak profesional, tanpa mengikuti 
standar profesi dan pelayananyang berlaku, diskriminatif, atau lebih 
mengutamakan imbalan Materi daripada indikasi medis.
6
 
       Aborsi yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum 
(abortus provocatus criminalis) yang terdapatdalam KUHP menganut 
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prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangatmemberatkan paramedis dalam 
melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana jugabertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang pada prinsipnya 
tindakan pengguguran kandunganatau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1)), 
namun larangan tersebut dapatdikecualikan berdasarkan:  
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 
baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 
penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat 
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; 
atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkantrauma psikologis 
bagi korban perkosaan. 
 
B. Abortus Provocatus Dalam Hukum Islam 
       Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini 
dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. 
Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam al-Quran, antara lain: 
                            
                            
                        
      
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Terjemahannya:  
 
“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena 
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh 
manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah [05]: 
32)”  
 
                         
                     
 
Terjemahannya:  
 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 
dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami 
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 
ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya 
ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS Al-Israa‟ 
[17]:33)” 
 
 
                             
                   
                         
                        
      
 
Terjemahannya: 
 
“Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang  ibu bapa, dan janganlah kamu 
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membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 
memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS Al An‟am 
[06]:151) 
 
       Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum 
yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara 
dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu 
sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam 
perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat.
7
 
       Beberapa ulama juga memberikan komentar mengenai masalah aborsi 
ini. Abdur Rahman al-Baghdadi dalam bukunya Emansipasi Adakah 
Dalam Islam menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau 
sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, 
yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli 
fiqih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda 
pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh, 29 sebagian 
memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang 
memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh adalah, antara lain, 
Muhammad Ramli dalam kitabnya An-Nihayah dengan alasan karena 
belum ada makhluk yang bernyawa.
8
  
                                                             
7 Nelly Yusra, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Riau: Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, t.t), hlm. 7 
8 Ibid.. hlm, 10 
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       Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin 
sedang mengalami pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi sebelum 
peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar  dalam kitabnya At Tuhfah. Bahkan 
Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, berpendapat 
bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi 
adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang 
mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang 
bernyawa yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi 
eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya jika aborsi dilakukan 
setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang 
baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.
9
 
       Persoalan lain yang terus menerus menyertai perdebatan ulama 
berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara 
agama  sangat jelas, yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan 
terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta disebut darurat. 
Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan dan 
mengakibatkan pada rusaknya lima tersebut dapat dilakukan, meskipun 
harus bertentangan dengan halhal yang dalam situasi normal dilarang, 
misalnya memakan sesuatu yang dilarang untuk obat diperbolehkan. 
Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama 
membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat 
bahayanya paling ringan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan yang lebih 
                                                             
9
 Ibid.  
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ringan diantara dua bahaya dapat dilakukan demi menjaga yang lebih 
membahayakan.
10
 
       Dengan demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap 
penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang 
terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan 
mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi 
seperti ini dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan 
kehidupan jiwa ibu. 
 
C. Hukuman Aborsi dalam Hukum Pidana Islam 
1. Cara Jinayāh Terhadap Janin Menurut Syariat. 
Pembuhuhan banyak macamnya, tetapi ulama fikih menyepakati dua 
macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak 
sengaja, karena keduannya disebutkan dalam Al –Quran.11 
Pembunuhan sengan sengaja terdapat dalam banyak ayat, antara lain 
firman allah: 
                
           
Terjemahannya: 
Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya 
                                                             
10
 Ibid.. hlm. 12. 
11
Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), 
hlm. 133. 
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dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 
azab yang besar baginya. (Qs. An-Nissa‟ (4):(93)12 
 
Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja dalam firman Allah: 
                    
                            
                    
                            
                   
     
 
Terjemahannya: 
 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)dan 
Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diatyang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah 
si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan 
taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. (QS. An-Nissa‟ (4):92)13 
 
                                                             
12
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid III, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm.339.  
13
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid III, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 238.  
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Selain itu, pembunuhan dengan unsur selain sengaja dan tidak sengaja 
tidak disebutkan di dalam al-quran.Karena itu, sebagian ulama fikih 
membatasi pembunuhan dengan dua jenis tersebut, dan ini adalah 
pendapat masyhur Madzab Maliki, juga Madzab Azh-Zhahiri dan Az-
Zaidi. Sementara itu, ulama fikih lain menambahkan pembunuhann 
jenis lain, dan mereka berbeda pendapat menganai jumlahnya.
14
 
a. Ulama fikih Madzab Hanafi, Syafi‟i dan sebuah riwayat Imam 
Malik. Berpendapat bahawa pembunuhan memiliki tiga jenis, yaitu 
pembunuhan syibhul‟amdi (serupa kesengajaan). 
b. Sebagian ulama fikih Madzab Hanafi 
       Berpendapat bahwa pembunuhan memiliki lima jenis, tiga jenis 
diantaranya telah disebutkan yaitu sengaja, tak sengaja, dan 
menyerupai sengaja. Lalu pembunuhan yang terjadi karena suatu 
kesalahan yang tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang mencakup 
alasan syar‟i yang diterima. Seperti orang tidur berbalik menimpa 
orang lain hingga membunuhnya. Yang kelima yaitu pembunuhan 
dengan sebab, yakni pembunuhan yang terjadi dengan perantara, 
seperti orang menggali lobang atau sumur ditanah yang bukan 
miliknua, atau di jalan umum lalu ada seorang jatuh ke dalamnya 
dan mati.Dalam hal ini, saksi-saksi qiṣāṣ(hukuman) saat menarik 
kesaksian mereka setelah si terdakwa dihukum mati akibat 
kesaksian mereka, berarti mereka membunuhnya karena sebab. 
                                                             
14
Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam...,  hlm. 134.  
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Ulama fikih berbeda pendapat mengenai criteria jinayāhterhadap 
janin dengan aborsi, dan termasuk kategori pembunuhan yang mana 
kategori-kategori yang disebut diatas. 
c. Ulama fikih madzab Hanafi, madzab Syaf‟i dalam pendapat yang 
kuat, dan madzab Hambali. 
       Berpendapat bahwa jinayāhyang mengakibatkan gugurnya 
janin terkadang masuk dalam kategori syibhul‟amdidan  terkadang 
pembunuhan karena tak sengaja. Disebut syibhul‟amdi bila pelaku 
jinayāhsengaja melalukannya, dan disebut tak sengaja bila ia tidak 
sengaja. Jinayāhini tidak dianggap pembunuhan sengaja yang 
mengakibatkan hukuman qiṣāṣpada kasus sengaja, karena perbuatan 
semata tergantung pada maksud pembunuh janin. Hal ini tergantung 
pada pengetahuan akan adanya janin dan hidupnya janin, dan ini 
jauh dari kemungkinan. Mereka berdalil bahwa jinayāhterhadap 
janin tidak termasuk pembunuhan  sengaja yang mengakibatkan 
qiṣāṣ. 
d. Ulama madzab Maliki, madzab Syafi‟i dalam pendapat lemah, dan 
madzab Azh-Zhahiri 
       Berpendapat bahwa jinayāh terhadap janin terkadang besifat 
sengaja dan terkadang bersifat tak sengaja. Jinayāh bersifat sengaja 
bila pelaku jinayāh sengaja melakukan, dan tak sengaja bila ia tidak 
sengaja melakukannya. 
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2. Qiṣāṣ atau diyat sempurna 
       Qiṣāṣ adalah mengambil pembalasan yang sama. Qiṣāṣ itu tidak 
dilakukan, bila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari ahli 
waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang 
wajar.Diyat adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak 
pidana terhadap jiwa atau anggota badan.Apabila pelaku sengaja 
membunuh janin dalam perut ibunya dengan memukul perut atau 
punggungnya dengan tujuan membunuhnya, lalu janin terlepas dari 
perut ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati akibat penganiyaan. 
Berikut pendapat para ulama fikih:
15
 
a. Ulama fikih madzab Hanafi, kesepakatan Ulama Maliki, Syafi‟i 
dalam pendapat yang kuat, dan ulama fikih Hambali.  
Berpendapat bahwa pembunuhan janin ini mengakibatkan diyat 
sempurna yang wajib berlaku dalam pembunuhan secara umum, 
yaitu diyat yang ditetapkan oleh ulama fikih madzab Maliki, dan 
menurut diyat yang ditetapkan dalam pembunuhan syibhul „amdi 
oleh pendukunng pendapat ini lainnya.Atas dasar ini, diyat 
dibebankan pada harta pelaku menurut ulama fikih Maliki, dan 
ditanggungkan pada „aqilah menurut mereka. Dalam kasus ini, 
jenis kelamin janin menjadi pertimbangannn lain. Bila janin laki-
laki, maka diyatnya seperti diyat laki-laki dewasa.Sedangkan jika 
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perempuan, maka diyatnya seperti diyat perempuan (separuh diyat 
laki-laki). 
Begitu juga ulama fikih Hambali mensyaratkan wajibnya diyat 
sempurna, jika janin telah mencapai umur enam bulan dalam perut 
ibunya.Bila umur janin kurang dari itu, maka tidak wajib diyat 
karena tidak dipastikan janin tetap hidup sebelum enam bulan. 
Dengan demikian pada kasus ini hanya berlaku hukuman gharrah, 
sementara pendukung berpendapat ini yang lain tidak 
mengharuskan syarat ini.  
b. Ibnu Al Qasim dari ulama fikih Maliki 
Berpendapat bahwa pembunuh dalam kasus ini dihukum 
qiṣāṣselama janin terpisah dari perut ibunya dalam keadaan hidup, 
selama para wali janin tidak dimaafkannya.Dalam  Mawahib Al 
Jalil disebutkan, “Seandainya pukulan dengan sengaja pada perut, 
maka menurut Ibnu Al Qasim wajib berlaku qiṣāṣdengan qasamah. 
Hal tersebut berlaku jika ia sengaja memukul perut atau punggung, 
atau tempat yang diperkirakan mengenai janin. Sedangkan 
seandainya ia memukul kepala, tangan atau kakinyam maka 
berlaku diyat, 
c. Ulama fikih madzab Azh-Zhahiri 
Berpendapat bahwa apabila pelaku jinayāhsengaja menganiaya 
janin, maka ia dihukum qisas, meskipun janin keluar dari perut 
ibunya dalam keadaan meninggal. Tidak ada syarat jika janin 
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keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal sesudah itu, 
selama penganiayaan terjadi setelah ditiupkannya ruh ke dalam 
janinnya. 
       Dalam Al Mahalli disebutkan, “Apabila terjadi setelah 
ditiupkannya ruh, maka gharrah wajib baginya maksudnya bila ibu 
yang menggugurkan janin sedangkan bila ia tidak sengaja 
membunuhnya, maka gharrah dibebankan pada „aqilahnya dan 
kaffarah dibebankan padanya. Apabila ia sengaja membunuhnya, 
maka berlaku qisas padanya atau denda dari hartanya. Apabila 
dalam semua kasus diatas ia meninggal sebelum menggugurkan 
janin, kemudian ia menggugurkannya, maka dalam unsure tak 
sengaja, gharrah dikenakan pada keluarga („aqilah) pelaku 
jinayāh,baik ibu atau orang lain begitu juga dalam unsur 
kesengajaan sebelum ditiupkannya ruh. Sementara bila terjadi 
setelah ditiupkannya ruh, maka qisas berlaku bila pelaku jinayāh 
bukan ibu. Tetapi, bila jinayāh dilakukan oleh ibu maka tidak 
berlaku qiṣāṣ atau gharrah atau apapun, karena tidak ada hukum 
atas mayat manakala hartannya telah menjadi milik orang lain.  
3. Kaffarah 
       Menurut pendapat ulama fikih seputar kewajiban kaffarah dalam 
aborsi janin dan perkara yang terkait dengannya, penggandaan 
kaffarah mengikuti banyaknnya janin, berikut jenisnya dan sebab 
perselisihan mengenai masalah tersebut, maka pendapat yang kuat 
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adalah pendapat madzab Hanafi dan Maliki. Menurut mereka, tidak 
wajib kaffarah pada aborsi janin, karena kuatnya dalil mereka bahwa 
NabiSAW tidak menyebutkan kaffarah dalam pembunuhan janin 
sedangkan pembuktiaan ulama fikih yang mewajibkan kaffarah tidak 
bisa diterima, karena berlaku untuk pembunuhan orang dewasa secara 
tak sengaja, sedangkan ulama fikih tidak sepakat bila pembunuhan 
terhadap janin disamakan dengan pembunuhan terhadap orang dewasa 
dengan bukti perbedaan pendapat mereka mengenai penetapan cara 
jenis jinayāhterhadap janin dan qiṣāṣterhadap pembunuhannya pada 
kasus pembunuhan sengaja.
16
 
4. Gharrah 
       Gharrah adalah hukuman pokok pada aborsi janin. Karena itu, 
dalam pembahasan ini akan dijelaskan maksud, nilai, bila gharrah 
tidak ditemukan, bergandanya gharrah mengikuti banyaknya janin, 
kewajiban bersama para pelaku jinayāh, dampak perbedaan 
jeniskelamin janin terhadap gharrah, serta hal-hal yang terkait sebagai 
berikut:
17
 
1. Pengertian Gharrah 
       Gharrah menurut bahasa berarti warna putih pada dahi kuda. 
Gharrah syai‟ berarti sesuatu yang paling awal dan paling mulia. 
Gharrah juga berarti budak laki-laki dan perempuan. Makna 
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gharrah menurut istilah ulama fikih tidak berbeda dari makna 
bahasa, karena yang budak laki-laki atau budak perempuan. 
Hanya saja sebagian dari mereka mensyaratkan berkulit putih, 
karena gharrah dimaknai warna putih yang ada di muka kuda. 
Sebagaian mayoritas ulama fikih tidak mensyaratkan, sebaiknya 
berpendapat bahwa maksud gharrah adalah budak laki-laki atau 
budak perempuan yang paling baik.
18
 
 Dalam Mugni Al Muhtaj disebutkan, “kewajiban dalam 
aborsi janin muslim merdeka adalah ghurrah, berdasarkan khabar 
shahihain, Nabi SAW memutuskan kewajiban dalam janin dengan 
ghurrah budak laki-laki atau budak perempuan. Maka asal 
gharrah adlah warna putih di muka kuda. Karena itu, Umar Bin 
Al Ala‟ mensyaratkan budak laki-laki dan budak perempuan 
berkulit putih.
19
 
       Ibnu Sirin dan Asy-Sya‟bi berpendapat ghurrah berarti budak 
laki-laki atau budak perempuan atau seratus kambing.Keduanya 
dengan riwayat bahwa Nabi SAW menetapkan diyat seratus 
kambing untuk anak perempuan. Diriwayatkan dari Abdul Malik 
bin Marwah bahwa ia menetapkan diyat janin yang digugurkan 
sebanyak dua puluh dinar, dan bila berupa tulang, maka enam 
puluh dinar. Jika janin berupa tulang yang telah berbungkus 
daging, maka delapan puluh dinar.Sedangkan apabila 
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penciptaanya telah sempurna dan telah berambut maka seratus 
dinar.Diriwayatkan dari Qatadah, apabila janin berbentuk „alaqah 
maka diyatnya sepertiga gharrah, dan apabila berbentuk 
mudhghah maka dua pertiga gharrah.Pendapat-pendapat in 
merupakan ijtihad individual dari sumbernya, yang tidak diterima 
oleh jumhur fuquha karena dalil-dalilnya tidak positif.
20
 
       Dari pendapat-pendapat diatas Ibn Qudamah berkata 
berdasarkan pendapat jumhur ulama: 
“menurut kami, keputusan Rasulullah SAW mengenai diyat 
mengaborsi perempuan dengan budak laki-laki atau budak 
perempuan, dan sunnah Rasulullah SAW ini menghapus pendapat 
yang bertentangan. Penyebutan kuda dan bighal dalam hadist 
adalah prasangka yang hanya dilakukan oleh Isa Bin Yunus, 
tanpa ada perawi-perawi lain. Jadi, menurut pendapat yang kuat, 
makna tersebut adalah prasangka, dan tidak dilekatkan pada 
bighal tanpa ada perbedaan pendapat didalamnya, begitu juga 
pada kuda.Sedangkan pendapat Abdul Malik Bin Marwah 
dihukumi perkiraan yang tidak disebutkan syariat, begitu juga 
qatadah. Ucapan rasulullah saw lebih patut diikuti dari pada 
keduannya.”21 
       Kesimpulnnya madzab jumhur fuquha yang mengatakan 
bahwa diyat aborsi janin adalah budak laki-laki atau budak 
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perempuan tanpa ada persyaratan warna kulit tertentu, atau 
persyaratan bighal atau kuda atau dinar masuk kedalam makna 
gharrah, barangkali semua ini dimaksudkan menggantikan 
gharrah ketika tidak ditemukan, bukan sama-sama menjadi 
makna gharrah. Jika mereka dari Rasulullah SAW dan sunnah 
beliau yang menjadi sumber kedua setelah kitab Allah SWT. 
Sunnah ini menunjukan bahwa ghurrah adalah budak laki-laki 
atau budak perempuan, sehingga pendapat selainnya tidak 
berlaku.
22
 
2. Dasar legalitas gharrah 
       Dasar wajibnya gharrah adalah sunnah, ijma‟ dan logika. 
Dari segi sunnah, dasar kewajibannya gharrah adalah abu 
Hurairah Ra, yaitu “sesungguhnya ada dua perempuan dari 
hudzail. Salah satunya melempar yang lain sehingga janinnya 
jatuh, lalu nabi memutuskan di dalamnya seorang budak laki-laki 
atau budak perempuan yang putih” .juga riwayat dari Abu 
Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara janin 
seorang perempuan dari bani lahyan dengan gharrah, budak laki-
laki atau budak perempuan. Kemudian, perempuan yang dikenai 
gharrah itu meninggal, sehingga Nabi SAWmemutuskan 
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warisannya untuk anak-anak dan suaminya, dan kewajibannya 
„aql dibebankan pada „ashabah-nya.23 
       Dari penjelasan diatas bahwa secara jelas menunjukan 
kewajiban gharrah karena aborsi janin. Dari segi ijma‟, 
kewajiban gharrah didasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar ra 
ketika meminta saran ulama mengenai mengaborsi janin 
perempuan .Mughirah Bin Syu‟ban mengatakan, “Nabi 
memutuskan gharrah budak laki-laki atau budak perempuan. Lalu 
Muhammad bin musallamah bersaksi bahwa ia menyaksikan nabi 
saw membuat keputusan demikian”. 24 
       Juga riwayat bahwa Umar Ra menyeru kaum muslimin, 
“Bahwa siapa yang mendengar Nabi SAW memutuskan 
mengenai keguguran?Lalu Mughirah mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW memutuskannya dengan gharrah seorang 
budak laki-laki atau budak perempuan.”Umar berkata, “Datanglah 
orang yang menyaksikannya bersamamu.” Lalu Muhammad bin 
Musallamah berkata, “aku menyaksikan Nabi SAW berbuat 
demikian”. Tidak ada satu orangpun yang menentang kesaksian 
sahabat ini, sehingga ia menjadi ijma‟.25 
       Dari segi logika, didasarkan pada pernyataan Al Kasani, 
“Dan karena bila janin hidup, maka sesungguhnya pemukul 
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menghilangkan hidupnya, dan menghilangkan hidup berarti 
pembunuhan. Sedangkan bila ia tidak hidup, maka ia mencegah 
terwujudnya kehidupan dalam janin, sehingga ia 
bertanggungjawab seperti orang yang tertipu. 
26
 
3. Nilai gharrah saat tidak tersedia 
       Pendapat yang kuat  adalah pendapat jumhur fuquha yang 
membolehkan membayar harga gharrah saat tidak ditemukan, 
yaituseukuran seperduapuluh diyat laki-laki atau sepersepuluh 
diyat perempuan, yaitu lima unta atau lima puluh dinar emas atau 
enam ratus dirham. Karena denda di dalam aborsi janin 
didasarkan pada keringanan bila dibandingkan dengan 
jinayāhlain. Inilah pendapat yang dipegang oleh kesepakatan 
ulama berdasarkan qiyas yang shahih. 
       Sedangkan pendapat ulama fikih madzab Hanafi yang 
berbeda dengan jumhur bahwa harga gharrah dengan standar 
perak adalah limaratus dirham tidak konsisten karena lemahnya 
dalil dari sunnah yang mereka gunakan.
27
 
       Ulama fikih madzab Syafi‟i dalam satu pendapat dan Al 
Kharqi dari madzab Hambali, terkena kritik karena pendapat 
mereka yang menetapkan harga gharrah sebesar lima unta atau 
seharga dengannya, dan tidak bisa diukur dengan perak atau 
emas, terbukti lemah. Pendapat yang dipegang Azh-Zhahiri juga 
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terlihat lemah. Karena berakibat dengan harga gharrah tidak 
diketahui sama sekali. Pendapat ini tidak memiliki dukungan dari 
nash atau penafsiran-penafsiran. Sebaliknya, ada nash yang 
melemahkannya, karena mereka memaknai gharrah dengan 
sembarangan budak laki-laki atau perempuan. Karena itu, mereka 
menentukan harga paling kecil untuk orang yang disebut budak 
laki-laki atau budak perempuan.Padalah, bahasa sebagai salah 
satu pertimbangan hukum syar‟iyyah menafsirkan gharrah 
dengan budak laki-laki atau budak perempuan terbalik, buka 
sembarang budak laki-laki atau budak perempuan.
28
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Ketentuan Abortus Provocatus dalam Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
       Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah abortus, yaitu menggugurkan 
kandungan, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan 
sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. World Health 
Organization (WHO) memberikan defnisi bahwa aborsi adalah terhentinya 
kehidupan buah kehamilan di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 
1,000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkaan atau membuang baik 
embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya).  Istilah Aborsi disebut 
juga Abortus Provokatus. Sebuah tindakan abortus yang dilakukan secara 
sengaja. Aborsi (bahasa Latin: abortus) adalah berhentinya kehamilan 
sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. 
Abortus/keguguran sendiri artinya suatu ancaman atau pengeluaran hasil 
konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, dan sebagai batasan 
digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 5,00 
gram.
1
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        Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  hukum 
praktik aborsi tetap dilarang terkecuali sebagaimana dalam Pasal berikut :
2
 
 
Pasal 75  
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan: 
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang 
menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun 
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 
hidup di luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan 
diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh 
konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
       Dari penjelasan ayat diatas bahwa sudah jelas aborsi dilarang kecuali 
untuk jenis aborsi provocatus therapeuticus (aborsi yang dilakukan untuk 
melnyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya). Dalam dunia kedokteran 
abortus provocatus medicalis dapat dilakukan apabila mengancam nyawa 
sang ibu atau apabila janin tersebut lahir diperkirakan akan cacat dan 
diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya  janin menderita 
kelainan ectopia kordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada 
sehingga terlihat jantungnya), rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang 
                                                             
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 
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punggung terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun anensefalus (janin akan 
dilahirkan tanpa otak besar).
3
 
       Selain yang dijelaskan di atas alasan-alasan dilakukannya abortus 
provocatus medicinalis oleh perempuan, yaitu: 
4
 
1. Adanya penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya kanker 
serviks (kanker rahim).  
2. Telah berulang kali mengalami operasi Caesar. 
3. Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, misalnya penyakit 
jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nephritis, 
tuberculosis paru aktif, toksemia gravidarum yang berat. Maupun 
penyakit metabolik seperti diabetes yang tidak terkontrol disertai 
komplikasi. 
4. Gangguan jiwa disertai kecenderungan untuk bunuh diri. Untuk kasus 
seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan 
dengan psikiater. 
       Kemudian undang-undang kesehatan ini juga mengatur mengenai aborsi 
yang dilakukan pada korban permerkosaan yang dapat membuat sang ibu 
mengalami trauma psikis, serta apabila korban tersebut masih dibawah umur 
akan menghambat proses belajarnya.  
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       Selain undang-undang kesehatan yang memuat tentang pengecualian 
aborsi karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan kemudian di ikuti 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi yang memuat Pasal-Pasal pengaturan tentang aborsi. Kemudian 
fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan 
lain dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas 
menyebutnya. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi terdapat 
perubahan atau penambahan peraturan mengenai legalisasi aborsi atas 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, yang 
sebelumnya telah diatur di dalam UU Kesehatan. Perubahan atau 
penambahan peraturan tersebut adalah : 
1. Terdapat perluasan makna tentang aborsi. Di dalam Undang-Undang 
Kesehatan, kalimat aborsi kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
5
Sedangkan 
pada PP Kesehatan Reproduksi terdapat perubahan kalimat menjadi 
aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Tidak disertakan kalimat 
“yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”. 
6
 
2. Terdapat perubahan batasan hari untuk persyaratan aborsi karena 
kehamilan akibat perkosaan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan, 
aborsi karena kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan sebelum 6 
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minggu atau 42 (empat puluh dua) hari dihitung dari hari pertama haid 
terakhir.
7
 Sedangkan pada PP Kesehatan Reproduksi persyaratan 
aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan 
apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari yang 
dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
8
 
3. Terdapat penegasan pelaksana tindakan aborsi. Di dalam Undang-
Undang Kesehatan hanya disebutkan bahwa aborsi dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang 
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
9
 Sedangkan di dalam 
PP Kesehatan Reproduksi ditegaskan bahwa aborsi hanya dapat 
dilakukan oleh dokter yang telah mendapatkan pelatihan aborsi yang 
terakreditasi oleh Pemerintah. 
10
 
4. Terdapat penambahan persyaratan tim kelayakan aborsi. Di dalam 
Undang-Undang Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang 
tim kelayakan aborsi.
11
 Sedangkan di dalam PP Kesehatan Reproduksi 
dipersyaratkan bahwa penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan 
oleh tim kelayakan aborsi. Dalam menentukan indikasi kedaruratan 
medis, tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai 
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dengan standar. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim 
kelayakan aborsi membuat surat keterangan kelayakan aborsi. 
12
 
5. Terdapat penambahan persyaratan konseling oleh konselor. Di dalam 
Undang-Undang Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang 
persyaratan konseling oleh konselor. Sedangkan di dalam PP 
Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa tindakan aborsi hanya 
dapat dilakukan setelah melalui konseling. Konseling tersebut meliputi 
konseling pratindakan dan diakhiri pascatindakan yang dilakukan oleh 
konselor.
13
 
6. Terdapat penambahan persyaratan surat keterangan dokter, keterangan 
penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan 
perkosaan untuk aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Di dalam 
Undang-Undang Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang 
surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan atau ahli 
lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
14
 Sedangkan di dalam PP 
Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa aborsi karena kehamilan 
akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah korban perkosaan yang 
hamil tersebut memiliki surat keterangan dokter dan surat keterangan 
penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain. Surat keterangan tersebut harus 
                                                             
12
 Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. 
13
 Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. 
14
 Pasal 34 ayat (2) butir (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. 
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dipenuhi sebelum usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat 
puluh) hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
15
 
       Setelah adanya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi 
yang memuat peraturan tentang diperbolehkannya aborsi atas indikasi 
kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, Menteri Kesehatan 
kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri atas pelaksaaan Peraturan 
Pemerintah tersebut, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) 
Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 
Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan 
Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah, dan Peraturan Menteri 
Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan 
Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan 
Kehamilan Akibat Perkosaan. Pada intinya kedua PERMENKES tersebut 
mengatur lebih lanjut atas Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan 
Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi mengenai diperbolehkannya aborsi 
atas kedaruratan medis dan korban pemerkosaan.  
       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berupaya 
untuk melindungi perempuan dan menjamin hak-hak perempuan dalam 
kesehatan reproduksi seperti :
16
 
                                                             
15
 Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi. 
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1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, 
serta bebas dari paksaan dan/ atau kekerasan dengan pasangan yang sah 
2.  Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, 
paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang 
tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama 
3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat 
secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama 
4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan 
reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
       Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak 
setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, 
efektif dan terjangkau. Maka upaya kesehatan ibu, dan janin di atur juga pada, 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, 
Pasal 2 huruf a, b, dan c, serta pada Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan 
Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi pada Pasal 
31 sampai dengan Pasal 39.  
       Dengan begitu sang ibu dapat melakukan aborsi dengan pegecualian jika 
kedaruratan medis yang dapat membahayakan sang ibu serta korban 
pemerkosaan. Namun hal tersebut berbeda dengan Kitab Undang-Undang 
Pidana (KUHP) yang tidak meperbolehkan atau illegal suatu tindakan aborsi 
                                                                                                                                                       
16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) 
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dengan alasan apapun (abortus provocatus Criminalis) tidak membedakan 
antara abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus medicinalis atau 
therapeuticus. Dapat diketahui bahwa apapun alasan aborsi itu dilakukan 
tetap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana aborsi yang 
dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun 
kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau 
denda. 
       Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
bertentangan dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak atas haknya untuk hidup serta non diskriminasi. 
Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 menentukan yaitu : “Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 2 menentukan : “Perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 angka 12 
menentukan bahwa : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan Negara”.17 
                                                             
17
 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606. 
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       Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 
berlandaskan Undang-Undanag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : non 
diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat 
anak”. Pasal 3 menentukan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera”. Pasal 4 menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi”.18 
       Dari penjelasan diatas bahwa anak sangat dijamin keberadaannya, 
dilindungi dari segala bentuk diksriminasi serta anak berhak untuk hidup 
sebagaimana mestinya, dengan undang-undang kesehatan ini tidak 
mengakomodir mengenai perlindungan anak yang masih dalam kandungan. 
       Dampak yang timbul sebagai respon publik atas regulasi ini adalah 
banyaknya perdebatan mengenai melegalkan diaborsinya janin dengan 
alasan-alasan medis dan pemerkosaan.  Sebagaimana yang disampaikan 
Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda setuju saja 
                                                             
18
 Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 di kutip dari 
http://www.balitbang.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf.    
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jika aborsi dilakukan untuk alasan darurat medis. Namun, KPAI menyoroti 
aborsi untuk kasus pemerkosaan. KPAI menilai harus ada mekanisme yang 
jelas. Sebab, dia menilai, tidak semua korban pemerkosaan boleh aborsi.  
Selain itu, KPAI juga meminta agar pemerintah menimbang hak anak untuk 
hidup. Jangan sampai PP ini malah bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. .Untuk itu, dia meminta 
pemerintah melibatkan KPAI dan instansi terkait saat membahas aturan 
turunan PP ini, yakni peraturan menteri kesehatan.  
Selain KPAI, menurutnya, pembahasan permenkes itu juga harus melibatkan 
kepolisian dan rumah sakit.
19
 
       Banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak adil untuk anak 
karena anak memiliki hak untuk berkelangungan hidup. Namun ada pula 
yang  berpendapat bahwa hal tersebut harus diperhatikan secara menyeluruh, 
seperti anak yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan. Serta yang menjadi 
ketakutan masyarakat bahwa undang-undang ini disalahgunakan oleh oknum 
yang tidak bertanggungjawab serta persoalan pengamatan dan pengawasan di 
lapangan untuk memastikan tidak adanya penyelewengan legalisasi aborsi 
bagi korban pemerkosaan. 
      Berdasarkan teori Roscoe Pound bahwa law is a tool of social 
engineering Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau 
merekayasa masyarakat. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi 
perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi 
                                                             
19
 https://www.viva.co.id/indepth/fokus/529407-pro-kontra-aborsi-legal tanggal 18 
Agustus 2019 Pukul 15:35 WIB  
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hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat 
(social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a 
tool of social engineering).
20
 
       Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai 
sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Keadilan 
bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia 
merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan 
penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan 
keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui 
berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada 
konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan 
ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan 
menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan 
tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses 
peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang 
berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan 
batas-batas yang diakui dan ditetapkan.
21
 
                                                             
20
 Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau 
Merekayasa Masyarakat”, Jurnal Pakuan Law Review, (Pakuan) Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 
2017, hlm. 76.  
21
 Ibid.. hlm. 77.  
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       Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat 
penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh 
hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
22
 
1. Kepentingan Umum (Public Interest) 
a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum 
b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. 
2. Kepentingan Masyarakat (Social Interest) 
a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban 
b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial  
c. Pencegahan kemerosotan akhlak 
d. Pencegahan pelanggaran hak 
e. Kesejahteraan sosial. 
3. Kepentingan Pribadi (Private Interest) 
a. Kepentingan individu 
b. Kepentingan keluarga 
c. Kepentingan hak milik. 
       Dari regulasi yang berkaitan dengan masalah aborsi yang melegalkan 
dengan alasan kedarudatan medis dan pemerkosaan yang dulu tidak diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat dan kemudian di revisi hingga munculnya Undang-Undang No. 
                                                             
22
 Ibid.. hlm. 78.  
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36 Tahun 2009 Tentang kesehehatan diikuti dengan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta Menteri 
Kesehatan (PERMENKES) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan 
Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan 
Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar 
Cara Alamiah, dan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas 
Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Di dalam 
regulasi tersebut telah  mengatur dan menjelaskan diperbolehkannya aborsi 
dengan alasan kedaruratan medis dan pemerkosaan dengan syarat, cara serta 
teknis sesuai dengan perundang-undangan. 
       Sebagaimana regulasi-regulasi yang mengatur aborsi di atas bahwa dapat 
dilihat adanya paradigma yaitu hukum sebagai rekayasa sosial. Dimana 
sebelum adannya peraturan-peraturan tersebut banyaknya praktik-praktik 
aborsi yang dilakukan dengan aman, serta ketika belum dilegalnya aborsi 
dengan kedaruratan medis dan pemerkosaan, keberadaan ibu yang hamil 
namun dalam keadaan yang membahayakan seperti sang ibu memiliki 
penyakit yang mengancam calon bayinya dan korban pemerkosaan belum 
dilindungi oleh negara. Jadi dari adanya berbagai kasus ini maka hukum 
diadakan untuk rekayasa sosial dengan adanya undang-undang ini maka 
berkurangnya praktik-praktik aborsi tidak aman, serta hukum ini dapat 
melindungi para perempuan dari permasalahan aborsi. 
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       Jadi kesimpulan menurut penulis adalah abortus provocatus pada 
prinsipnya dilarang tetapi dengan pengecualian kedaruratan medis dan korban 
pemerkosaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 61 
Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan PERMENKES. Regulasi-
regulasi tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemeliharaaan terhadap 
perempuan dalam permasalahan aborsi namun tidak untuk anak yang dalam 
hal ini belum terakomodir perlindunganya untuk hidup dan berkembang. 
Begitupun banyak pro dan kontra mengenai hal tersebut, karena akan ada 
masalah baru karena resiko adannya penyelewengan atas regulasi-regulasi 
tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Roescoe Pound bahwa law 
is a tool of social engineering Bahwa Hukum adalah alat untuk 
memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Teori tersebut dapat 
mengantarkan regulasi-regulasi yang sesuai dengan permasalahan sekarang 
sehingga diharapkan terciptannya perlindungan dari segala aspek masyarakat.   
B. Analisis Abortus Provocatus Medicalis dalam Hukum Islam. 
       Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kemudian di 
ikuti PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi serta 
PERMENKES yang mengatur secara tegas bahwa pada prinsipnya aborsi 
adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum atau sesuatu tindakan melawan 
hukum, kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan. Yang dimaksud indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan 
yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau janin, termasuk yang 
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menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 
Sedangkan aborsi akibat perkosaan dibolehkan dengan alasan dapat 
menimbulkan trauma psikologis bagi korban. 
       Dalam hukum Islam fiqh aborsi yang membolehkan pengguguran 
kandungan terhadap kehamilan akibat kedaruratan medis dan perkosaan 
(aborsi aman) merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi problem yang 
dihadapi perempuan yang menjadi korban, sebagai upaya pencegahan 
terhadap kematian ibu. Aborsi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai 
darurat. Dalam kaidah fiqh disebutkan al-dharuratu tubihul mahzhurat 
(keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang 
dilarang). Indakator darurat (bahaya) dalam kontesk ini setidaknya memiliki 
tiga keriteria sebagai berikut; pertama, bahaya itu telah nyata, merupakan 
sesuatu yang telah terbukti, konkret, bukan dugaan-dugaan; kedua, 
menunjukkan bukti secara faktual yang ditunjukkan dengan penelitian 
empiris, sehingga merupakan kepastian dan bukan sekedar perkiraan 
(zhanniyah) semata; ketiga, motivasinya adalah mengambil kemaslahatan atas 
dasar pertimbangan agama (syara‟) yang diyakini bahwa pengguguran 
kandungan yang aman jauh lebih memberikan maslahat dan manfaat.
23
 
       Dalam konteks kehidupan dan kematian berkaitan dengan aborsi tidak 
aman terhadap kehamilan akibat perkosaan yang berdampak pada kematian 
ibu, hal tersebut merupakan masalah sosial yang membahayakan. Ketika 
                                                             
23
 Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan 
Dalam Pp No. 61 Tahun 2014”, AHKAM, (Tulung agung) Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, hlm. 85.  
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dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat 
memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan. Dilema 
kematian antara ibu dan janin dalam pandangan para ahli fiqh dapat 
dipecahkan melalui pengorbanan janin. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: al-
dharar al-asyad yuzalu bi al-dharar al-akhaf (bahaya yang lebih berat dapat 
dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan; idza ta‟aradhat al-
mafsadatani ru‟iya a‟zhamuhuma dhararan (jika dihadapkan pada dua 
kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih 
kecil risikonya); dan irtikab akhoff al-dararaini wajib (melakukan bahaya 
yang lebih kecil diantara dua bahaya adalah wajib).
24
 
       Prinsip larangan aborsi tersebut selaras dengan ajaran Islam yang secara 
tegas dinyatakan dalam Q.S al-Isra‟ (17) ayat 31 dan 33:  
 
                         
         
 
 
 
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 
 
                                                             
24
 Ibid.. hlm. 86.  
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                            
                        
    
Terjemahannya:  
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan 
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah 
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan. 
 
       Al-Qur‟an juga menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang 
manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam 
Q.S. al-Maidah ayat 32:  
                          
                   
                  
                      
    
Terjemahannya:  
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan 
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka 
seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak 
diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 
berbuat kerusakan dimuka bumi. 
       Menurut penulis pernyataan tersebut sejalan dengan hukum Islam yaitu 
teori hukum istihsan sebagaimana bahwa istihsan pada dasarnya 
mengabaikan ketentuan qiyas karena adanya suatu dalil yang menghendaki 
dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau dalil umum karena ada 
alasan yang lebih kuat.
25 
Aborsi karena kedaruratan medis dan korban 
perkosaan termasuk dalam istihsan darurat, yaitu penetapan hukum suatu 
peristiwa yang menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui qiyas, 
karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan menyimpangan tersebut, 
dengan maksud untuk menghindari kesulitan.
26
 Dalam hal aborsi tersebut 
sang ibu dihadapkan dalam dua kondisi darurat yaitu mengorbankan nyawa 
atau janin, sesuai dengan kaidah  irtikab akhoff al-dararaini wajib 
(melakukan bahaya yang lebih kecil diantara dua bahaya adalah wajib). Jelas 
dalam hal tersebuat ada indikasi dua bahaya yaitu, nyawa sang ibu dan yang 
kedua nyawa janin, maka disini kematian janin dianggap lebih ringan dari 
pada resiko kematian sang ibu, karena ibu adalah seseorang yang telah 
                                                             
25
 Kasjim Salenda, “Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istimbat Hukum”, 
Jurnal Al-Daulah, (Makassar) Vol. 1 No. 2  Juni 2013, hlm. 9.  
26 Syarifuddin, “Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam”, Jurnal Tahkim, 
(Palangkaraya) Vol. X No. 2, Desember 2014, hlm. 58. 
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memiliki identitas kemanusiaan harus dihormati karena telah memiliki 
tanggung jawab terhadap keluarga maupun masyarakat, sedangkan janin 
belum  memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia bahkan terhadaap 
Tuhan-Nya. 
       Dalam hal alasan dilakukanya aborsi dalam Undang-Undang No.36 
Tahun 2009 tentang kesehatan diperbolehkan dan juga dalam hukum Islam 
membolehkannya, jadi alasan kedaruratan medis dan akibat perkosaan untuk 
dilakukan aborsi pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
sudah selaras dengan konsep hukum Islam. 
       Di dalam Undang-Undang Kesehatan, aborsi karena kehamilan akibat 
perkosaan dapat dilakukan sebelum 6 minggu atau 42 (empat puluh dua) hari 
dihitung dari hari pertama haid terakhir.
27
 Sedangkan pada PP Kesehatan 
Reproduksi persyaratan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya 
dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) 
hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
28
 
       Beberapa pendapat Mazhab tentang batasan dilakukannya aborsi  yaitu:
29
 
1. Madzhab Hanafi 
Aborsi pada umumnya diizinkan sebelum 120 hari ketika janin telah 
mencapai tahap menjadi suatu makhluk baru (yakni, mereka merujuk 
                                                             
27
 Pasal 76 butir (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
28
 Pasal 31 ayat (2) butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. 
29
 Munawaroh, “Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum 
Islam”, Jurnal Ilmu Syariah, (Bogor) Volume 3 No 2 Desember 2015, hlm. 312-313.  
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pada penyawaan). Sebagian besar dari fukaha Hanafiyah berpendapat 
bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya 
membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, tetapi harus disertai 
dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk 
masih menjadi hal yang ikhtilaf. Janin dianggap memiliki jiwa ketika 
terlihat layak menerima hak dan dianggap tidak memiliki jiwa ketika 
terlihat tidak pantas menerima hak. 
2. Madzhab Maliki 
Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah di mulai sejak 
konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan 
sebelum janin berusia 40 hari kecuali Al-Lakhim yang membolehkan 
aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam 
Hasyiaah AL-Dasuki bahwa tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila 
air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari 
begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka 
tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka mengguggurkan 
janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan. 
3. Madzhab Syafi‟i 
Ulama-ulama Syafi‟iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 
120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-„Imad, ada pula yang 
membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan 
segumpal darah (alaqah) atau berusia 80 hari sebagaimana di katakan 
Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin 
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berusia 120 hari, atau sebelum janin di beri roh. Namun, sebagian besar 
dari fukaha Syafi‟iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia 
kehamilan 40-42 hari. 
4. Madzhab Hanbali 
Dalam pandangan Jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan 
selama masih dalam fase segumpal daging (mud-ghah), karena belum 
berbentuk anak manusia. 
Adapun dari segi konsekuensi hukum bagi pelaku aborsi, ada beberapa 
macam bentuk sanksi (hukuman) yang dikenakan, yaitu ghurrah (denda), 
kaffarah (ganti rugi), diyat (tebusan), dan ta‟zir (hukuman atas pertimbangan 
hakim/pengadilan). Hukuman ini dikenakan kepada pelaku aborsi sesuai 
dengan kualitas atau tingkat akibat yang ditimbulkannya.
30
  
Menurut Al-Tahtawi, ulama Mazhab Hanafi, apabila janin yang 
digugurkan itu dalam fase „alaqah atau mudghah, pelakunya tidak wajib 
dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman yang 
ditentukan oleh hakim (ta‟zir) karena ia dianggap telah merusak sesuatu yang 
sangat berharga. Menurut Al-Asrusyani, pelaku aborsi wajib membayar uang 
kompensasi (ghurrah) bilamana kehamilan yang digugurkan telah berusia 
empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, uang kompensasi tidak 
wajib dibayar. Qatadah, ulama Mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip Ibnu 
Qudamah berpendapat bahwa apabila janin berbentuk segumpal darah 
(„alaqah) maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi 
                                                             
30
 Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan 
Dalam PP No. 61 Tahun 2014”..., hlm. 79.  
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(ghurrah), apabila berbentuk segumpal daging (mudghah) maka membayar 
sebesar 2/3 dari uang kompensasi, dan jika janin sudah berbentuk sempurna 
atau telah bernyawa, maka dikenakan denda penuh (ghurrah kamilah).
31
 
 Dalam hal ini al-Ghazali memiliki pandangan yang sama. Beliau 
menambahkan, hukuman berupa denda penuh (ghurrah kamilah) dikenakan 
kepada pelaku aborsi setelah melewati masa penyawaan apabila janinnya 
gugur dalam keadaan meninggal. Tetapi, apabila janin yang digugurkan tidak 
meninggal, maka pelakunya diwajibkan membayar uang tebus penuh (diyat 
kamilah). Mayoritas ulama Malikiyah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku 
aborsi pada janin sebelum terjadi penyawaan adalah ta‟zir. Namun, Imam 
Malik mewajibkan membayar kompensasi melalui pernyataannya “apa saja 
yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk mudghah atau 
„alaqah, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang 
bertanggung jawab wajib menebusnya dengan ghurrah.
32
 
       Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan yang  Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis 
dan perkosaan dalam Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Reproduksi: 
33
 
       Indikasi perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 bahwa 
kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual 
tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan 
                                                             
31
 Ibid.. hlm. 80.  
32
 Ibid.  
33
 Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 
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peraturan perundang-undangan serta dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai 
dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan 
keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan 
perkosaan. Penyelenggaraan aborsi diatur pada Pasal 35  harus dilakukan 
dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. 
       Pasal mengatur tentang dokter yang melakukan aborsi pada Pasal 36 
secara garis besar dokter yang melakukan aborsi dapat berasal dari anggota 
tim kelayakan aborsi serta aborsi bisa dilakukan setelah melalui tahapan 
konseling. 
        Berdasarkan penjelasan diatas atas regulasi-regulasi yang berkaitan 
dengan aborsi dengan kedaruratan medis dan pemerkosaan yang selaras 
dengan ajaran islam bahwa pengecualian pada Undang-Undang No. 36 Tahun 
2009 Kesehatan kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kebijakan kebolehan pengguguran 
kandungan (aborsi) dalam dua kondisi tersebut sebagaimana yang diatur 
dalam PP Kespro tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan 
dengan konsep kemaslahatan yang ditempuh dengan menjaga lima prinsip 
dasar manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
aborsi akibat perkosaan, suatu prinsip yang dapat diterapkan adalah 
kemaslahatan untuk memelihara jiwa dan akal. Tujuan memelihara jiwa si ibu 
untuk hidup dan hak melanjutkan kehidupan. Jiwa itu dikategorikan sebagai 
hal yang darurat. Dalam keadaan darurat yang menyebabkan melayangnya 
jiwa, sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan. Banyak sekali perempuan 
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yang menjadi korban perkosaan dan menolak kehamilannya dan memilih 
mengaborsi janinnya  dengan cara yang tidak aman sehingga dapat 
membahayakan nyawa sang ibu. Selain itu melindungi  akal si ibu bertujuan 
agar tidak terganggu kejiwaannya (stress). Pada umumnya korban perkosaan 
mengalami trauma psikis yang dapat menguncang kejiwaanhya.. Apabila 
sang ibu mengalami trauma berat akibat perkosaan, maka ia akan semakin 
terbebani jika meneruskan kehamilannya. Dengan demikian, ketika ada janin 
dalam kandungan seorang perempuan yang mengancam keselamatan fisik 
dan psikis ibu, maka opsi aborsi sebagai jalan darurat tidaklah berlawanan 
dengan norma agama. 
       Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 4 Tahun 2005 
tentang aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan jiwa ibu dikategorikan 
sebagai darurat, sementara aborsi kehamilan akibat perkosaan dikategorikan 
sebagai hajat. Aborsi berdasarkan indikasi darurat medis atau kehamilan 
akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 
40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI di 
atas dan juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh. 
Persyaratan ini diberlakukan agar tindakan aborsi tidak mengakibatkan 
tindakan pembunuhan terhadap janin. Karena pada usia tersebut, belum 
terjadi penyawaan pada janin. Menurut jumhur ulama, ruh akan ditiupkan 
pada janin saat usianya memasuki 120 hari atau empat bulan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi 
yang penulis angkat dengan judul Abortus Provocatus Dalam Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif  Hukum Islam dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Abortus provocatus pada prinsipnya dilarang hal tersebut ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 
diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi terdapat 
dua hal yang mengakibatkan diperbolehkannya aborsi yaitu, pertama atas 
dasar kedaruratan medis dengan ketentuan dimana kondisi tersebut 
benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi 
menyelamatkan ibu, dan juga janin dideteksi mengidap penyakit berat 
sehingga bayi akan sulit untuk hidup di luar kandungan, dan yang kedua 
korban perkosaan yang harus melalui konseling. Konseling tersebut 
dilakukan sebelum maupun sesudah aborsi, harus disertai dengan surat 
keterangan dokter untuk membuktikan usia kehamilan sesuai dengan 
kejadian perkosaan dan juga keterangan penyidik, psikolog mengenai 
adanya dugaan perkosaan. Aborsi atas dua dasar tersebut harus dilakukan 
dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab. Regulasi-regulasi 
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tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemeliharaaan terhadap 
perempuan dalam permasalahan aborsi. 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta 
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
aborsi dengan kedaruratan medis dan pemerkosaan yang selaras dengan 
ajaran Islam bahwa pengecualian pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Kesehatan kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kebijakan kebolehan 
pengguguran kandungan (aborsi) dalam dua kondisi tersebut 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan 
Reproduksi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan 
dengan konsep kemaslahatan yang ditempuh dengan menjaga lima 
prinsip dasar manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. Dalam hal ini jiwa dikategorikan sebagai hal yang darurat, 
sehingga didalam keadaan yang darurat diperbolehkan melakukan hal-hal 
yang dilarang selagi hal tersebut membawa kemaslahatan. Sementara 
pemeliharaan akal ibu bertujuan agar dia tidak mengalami trauma dan 
gangguan jiwa. Apabila sang ibu mengalami trauma berat akibat 
permerkosaan, maka akan menjadi beban jika harus meneruskan 
kehamilannya, dengan demikian akan mengancam keselamatan fisik dan 
psikis ibu dan juga bisa mengganggu kesehatan janin. Maka disini aborsi 
menjadi jalan darurat untuk menyelamatkan sang ibu tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. 
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B. Saran-Saran 
       Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat 
menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak 
kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi ada beberapa 
saran yang ingin disampaikan oleh penyusun yaitu sebagai berikut: 
1. Pemerintah 
       Dalam hal ini pemerintah lebih meningkatkan mutu terhadap rumah 
sakit seperti disediakannya konselor khusus untuk tindakan aborsi. 
Sehingga keluarga ataupun klien dapat terpenuhi kesehatan psikisnya 
untuk melakukan tindakan aborsi. 
2. Pasien 
       Pasien harus menghindari tindakan aborsi yang tidak aman, harus 
menggunakan prosedur dengan bimbingan yang sesuai dengan kebijakan. 
Pasien melakukan layanan berbasis konseling di rumah sakit sebelum 
berniat melakukan aborsi. 
3. Tim kelayakan aborsi dan Konselor 
       Bagi para tim kelayakan aborsi agar lebih cermat dan teliti dalam hal 
penentuan adanya indikasi kedaruratan medis, dan juga bagi para konselor 
untuk melakuakan konseling sesuai standar untuk melakukan 
pemeriksaan. 
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LAMPIRAN 
  
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  36  TAHUN  2009    
TENTANG 
KESEHATAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  : a. bahwa  kesehatan merupakan hak asasi  manusia dan  
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
  b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam 
rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi 
pembangunan nasional; 
  c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan 
kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan 
kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap 
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga 
berarti investasi bagi pembangunan negara;  
  d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan 
wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional 
harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan 
merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah 
maupun masyarakat;  
  e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, 
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang tentang Kesehatan yang baru;  
f.   bahwa . . . 
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 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;  
Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk 
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan 
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan 
teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan 
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan 
yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya 
kesehatan. 
4.   Sediaan . . . 
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4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, 
dan kosmetika.  
5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin 
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang 
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, 
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 
tubuh.  
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau 
menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, 
untuk manusia.  
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 
sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan 
norma yang berlaku di masyarakat.  
10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau 
metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan 
diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan 
kesehatan manusia. 
11.  Upaya . . . 
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11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 
terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 
bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 
pemerintah dan/atau masyarakat.  
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 
kesehatan. 
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan 
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.  
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang 
ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat 
terjaga seoptimal mungkin.  
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna 
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin 
sesuai dengan kemampuannya.  
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan 
dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu 
pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara 
empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 
masyarakat.  
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
18.   Pemerintah . . . 
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18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kesehatan. 
 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, 
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender 
dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.  
 
Pasal 3 
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan 
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis.  
 
BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 
Bagian Kesatu 
Hak 
 
Pasal 4 
Setiap orang berhak atas kesehatan.  
 
Pasal 5 
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.  
(2)   Setiap . . . 
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(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 
terjangkau.  
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung 
jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang 
diperlukan bagi dirinya.  
 
Pasal 6 
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi 
pencapaian derajat kesehatan.  
 
Pasal 7  
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 
edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung 
jawab.  
 
Pasal 8 
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 
telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.  
 
Bagian Kedua 
Kewajiban 
 
Pasal 9 
(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya.  
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, 
upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan 
berwawasan kesehatan.  
 
 Pasal 10 . . . 
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Pasal 10 
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 
upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, 
maupun sosial.  
 
Pasal 11 
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 
mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan 
yang setinggi-tingginya.  
 
Pasal 12 
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat 
kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.  
 
Pasal 13 
(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program 
jaminan kesehatan sosial.  
(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
 
BAB IV 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 
 
Pasal 14 
(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi 
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat.  
(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.  
 
  Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, 
tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi 
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya.  
 
Pasal 16 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya 
di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh 
masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 
 
Pasal 17 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses 
terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan 
untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya.  
 
Pasal 18 
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan 
mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya 
kesehatan.  
 
Pasal 19 
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala 
bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan 
terjangkau.  
 
Pasal 20 
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan 
kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial 
nasional bagi upaya kesehatan perorangan.  
(2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
BAB V . . . 
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BAB V 
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 
 
Bagian Kesatu 
Tenaga Kesehatan 
 
Pasal 21 
(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu 
tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan.  
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu 
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan 
Undang-Undang.  
 
Pasal 22 
(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.  
(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.  
 
Pasal 23 
(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan.  
(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.  
(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga 
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.  
(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan 
kepentingan yang bernilai materi.  
(5)   Ketentuan . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 10 - 
 
 
(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.  
 
Pasal 24 
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam       
Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar 
profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar 
pelayanan, dan standar prosedur operasional.  
(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
organisasi profesi.  
(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, 
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.  
 
Pasal 25 
(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan 
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau 
pelatihan.  
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung 
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.  
(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan 
dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 26 
(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan 
untuk pemerataan pelayanan kesehatan.  
(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan 
mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan daerahnya.  
(3)   Pengadaan . . . 
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(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan:  
a.  jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
masyarakat;  
b.  jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan  
c.  jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja 
pelayanan kesehatan yang ada.  
(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan 
hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga 
kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 27 
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan 
pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan profesinya.  
(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya 
berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.  
(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan   
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 28 
(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib 
melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan 
penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.  
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai 
dengan bidang keilmuan yang dimiliki.  
 
 
 Pasal 29 . . . 
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Pasal 29 
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian 
dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. 
 
Bagian Kedua 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
 
Pasal 30 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis 
pelayanannya terdiri atas:  
a.  pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b.  pelayanan kesehatan masyarakat.  
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a.  pelayanan kesehatan tingkat pertama;  
b.  pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  
c.  pelayanan kesehatan tingkat ketiga.  
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan swasta.  
(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.  
 
Pasal 31 
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib: 
a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian 
dan pengembangan di bidang kesehatan; dan  
b.  mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan 
kepada pemerintah daerah atau Menteri.  
 Pasal 32 . . . 
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Pasal 32 
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 
baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan 
pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien 
dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.  
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 
baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak 
pasien dan/atau meminta uang muka.  
 
Pasal 33 
(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan 
kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi 
manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.  
(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri.  
 
Pasal 34 
(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan 
kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi 
manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.  
(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang 
mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki 
kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 35 
(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis 
fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin 
beroperasi di daerahnya.  
 
(2)   Penentuan  . . . 
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(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan:  
a.    luas wilayah; 
b.    kebutuhan kesehatan; 
c.    jumlah dan persebaran penduduk; 
d.    pola penyakit; 
e.    pemanfaatannya; 
f.     fungsi sosial; dan 
g.    kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas 
pelayanan kesehatan asing.  
(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, 
penelitian, dan asilum.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
 
Bagian Ketiga 
Perbekalan Kesehatan  
 
Pasal 36 
 (1)  Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan 
keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat 
esensial. 
(2)  Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, 
Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk 
pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang 
berkhasiat obat. 
Pasal 37 . . . 
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Pasal 37 
(1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar 
kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan 
kesehatan terpenuhi. 
(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat 
esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan 
dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor 
yang berkaitan dengan pemerataan.  
 
Pasal 38 
(1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan 
pengembangan perbekalan kesehatan dengan 
memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.  
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta 
bahan alam yang berkhasiat obat. 
(3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk 
sumber daya alam dan sosial budaya.  
 
Pasal 39 
Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 40 
(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara 
esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. 
(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 
2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
dan teknologi. 
(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh 
masyarakat. 
(4)   Dalam . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 16 - 
 
 
(4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan 
kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan 
perbekalan kesehatan. 
(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan 
pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.  
(6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang 
termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus 
dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga 
penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 41 
(1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan 
kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan daerahnya. 
(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar 
pelayanan yang berlaku secara nasional. 
 
 
Bagian Keempat 
Teknologi dan Produk Teknologi 
 
Pasal 42 
(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, 
diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan 
bagi kesehatan masyarakat.  
 
 
( 2)   Teknologi  . . . 
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(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang 
digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, 
mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan 
akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil 
komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.  
(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.  
 
Pasal 43 
(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan 
berwenang melakukan penapisan, pengaturan, 
pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan 
teknologi dan produk teknologi.  
(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 44 
(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba 
teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau 
hewan.  
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan jaminan tidak merugikan manusia yang 
dijadikan uji coba.  
(3)  Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan 
orang yang dijadikan uji coba.  
(4)  Penelitian  terhadap hewan harus dijamin untuk 
melindungi  kelestarian hewan tersebut serta mencegah 
dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan 
manusia.  
(5)   Ketentuan . . . 
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(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba 
terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 45 
(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi 
dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan 
membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
 
 
BAB VI 
UPAYA KESEHATAN 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal 46 
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 
bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang 
terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan 
perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  
 
Pasal 47 
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan 
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, 
dan berkesinambungan.  
 
Pasal 48 
(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan  melalui 
kegiatan:  
a.   pelayanan . . . 
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a. pelayanan kesehatan;  
b. pelayanan kesehatan tradisional; 
c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 
d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 
e. kesehatan reproduksi; 
f. keluarga berencana; 
g. kesehatan sekolah; 
h. kesehatan olahraga; 
i. pelayanan kesehatan pada bencana; 
j. pelayanan darah; 
k. kesehatan gigi dan mulut; 
l. penanggulangan gangguan penglihatan dan 
gangguan pendengaran; 
m. kesehatan matra; 
n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan; 
o. pengamanan makanan dan minuman; 
p. pengamanan zat adiktif; dan/atau 
q. bedah mayat. 
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya 
kesehatan.  
 
Pasal 49 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya 
kesehatan.  
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan 
fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, 
moral, dan etika  profesi.  
 
Pasal 50 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.  
(2) Upaya . . . 
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(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan 
dasar masyarakat.  
(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan pengkajian dan penelitian.  
(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas 
sektor.  
Pasal 51 
(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu 
atau masyarakat.  
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan 
minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Bagian Kedua 
Pelayanan Kesehatan 
 
Paragraf Kesatu 
Pemberian Pelayanan 
 
Pasal 52 
(1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:  
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  
 
 
 
Pasal 53 . . . 
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Pasal 53 
(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk 
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan dan keluarga.  
(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk 
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.  
(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan 
pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding 
kepentingan lainnya.  
 
Pasal 54 
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan 
secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata 
dan nondiskriminatif.  
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat.  
 
Pasal 55 
(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan 
kesehatan.  
(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
 
 
 
 
 
Paragraf Kedua . . . 
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Paragraf Kedua 
Perlindungan Pasien  
 
Pasal 56 
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian 
atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 
kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 
mengenai tindakan tersebut secara lengkap.  
(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku pada: 
a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara 
cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau  
c. gangguan mental berat.  
(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 57 
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadinya yang telah dikemukakan kepada 
penyelenggara pelayanan kesehatan.  
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku dalam hal: 
a. perintah undang-undang; 
b. perintah pengadilan; 
c. izin yang bersangkutan; 
d. kepentingan masyarakat; atau 
e.  kepentingan orang tersebut.  
 
 
 
 
 
Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap 
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara 
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan 
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya.  
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan 
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan 
kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.  
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
Pelayanan Kesehatan Tradisional 
 
Pasal 59 
(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan 
tradisional terbagi menjadi: 
a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 
keterampilan; dan 
b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan 
ramuan.  
(2)  Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar 
dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma 
agama.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis 
pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
 
 
 
Pasal 60 . . . 
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Pasal 60 
(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan 
tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus 
mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.  
(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan 
dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.  
 
Pasal 61 
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk mengembangkan, meningkatkan dan 
menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang 
dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan 
keamanannya.  
(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan 
kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, 
kepentingan, dan perlindungan masyarakat.  
 
Bagian Keempat 
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 
 
Pasal 62 
(1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan 
melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, 
atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup 
sehat.  
(2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat untuk menghindari atau 
mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat 
penyakit.  
(3)   Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan 
menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya 
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.  
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan 
kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Bagian Kelima 
Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan 
 
Pasal 63 
(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
diselenggarakan untuk mengembalikan status 
kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit 
dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.  
(2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau 
perawatan.  
(3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat 
dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu 
keperawatan atau cara lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.  
(4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan 
berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan 
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
mempunyai keahlian  dan kewenangan untuk itu.  
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara 
lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 
Pasal 64 
(1)   Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat 
dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah 
plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.  
(2)   Transplantasi . . . 
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(2)  Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 
untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 
dikomersialkan.  
(3)  Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan 
dengan dalih apapun.  
 
Pasal 65 
(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya 
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di 
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari 
seorang donor harus memperhatikan kesehatan 
pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan 
pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.  
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 66 
Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari 
hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti 
keamanan dan kemanfaatannya.  
 
Pasal 67 
(1)  Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian 
organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 
serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  
(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan 
dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
Pasal 68 . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 27 - 
 
Pasal 68 
(1)   Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke 
dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu.  
(2)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 69 
(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu.  
(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak 
ditujukan untuk mengubah identitas.  
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik 
dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 70 
(1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk 
tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan 
reproduksi.  
(2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh berasal dari sel punca embrionik.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
 
 
 Bagian Keenam . . . 
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Bagian Keenam 
Kesehatan Reproduksi  
 
Pasal 71  
(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata 
bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 
dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-
laki dan perempuan.  
(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) meliputi:  
a.  saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah 
melahirkan;  
b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan 
kesehatan seksual; dan 
c.   kesehatan sistem reproduksi.  
(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  
 
Pasal 72 
Setiap orang berhak: 
a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual 
yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau 
kekerasan dengan pasangan yang sah.  
b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 
diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang 
menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan 
martabat manusia sesuai dengan norma agama.  
c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin 
bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan 
dengan norma agama.   
d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 
kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
 
Pasal 73 . . . 
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Pasal 73 
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan 
sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, 
dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.  
 
Pasal 74 
(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat 
promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, 
termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara 
aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek 
yang khas, khususnya reproduksi perempuan.  
(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
 
Pasal 75 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.  
(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan:  
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia 
dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu 
dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik 
berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 
hidup di luar kandungan; atau 
b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban 
perkosaan. 
 
 
 
(3)   Tindakan . . . 
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(3)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau 
penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling 
pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang 
kompeten dan berwenang.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan 
medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
 
 
Pasal 76 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat 
dilakukan:  
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari 
hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan 
medis; 
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
 
 
Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan 
ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak 
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
 
 Bagian Ketujuh . . . 
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Bagian Ketujuh 
Keluarga Berencana 
 
Pasal 78 
(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana 
dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi 
pasangan usia subur untuk membentuk generasi 
penerus yang sehat dan cerdas.  
(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin 
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat 
dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang 
aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.  
(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
 
 
Bagian Kedelapan 
Kesehatan Sekolah 
 
Pasal 79 
(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 
kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan 
hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, 
tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-
tingginya menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas.  
(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal 
atau melalui lembaga pendidikan lain.  
(3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  
 
 
 Bagian Kesembilan  . . . 
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Bagian  Kesembilan 
Kesehatan Olahraga 
 
Pasal 80 
(1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk 
meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani 
masyarakat.  
(2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi 
belajar, kerja, dan olahraga.  
(3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, 
dan/atau olahraga.  
 
Pasal 81 
(1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan 
pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan 
pendekatan kuratif dan rehabilitatif.  
(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga 
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat.  
 
Bagian  Kesepuluh 
Pelayanan Kesehatan Pada Bencana 
 
Pasal 82 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, 
fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.  
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) meliputi  pelayanan kesehatan pada tanggap 
darurat dan pascabencana.  
(3)   Pelayanan . . . 
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(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang 
bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah 
kecacatan lebih lanjut.  
(4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 83 
(1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan 
pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan 
nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan 
kepentingan terbaik bagi pasien.  
(2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap 
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki.  
 
Pasal 84 
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.  
 
  Pasal 85 
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, 
baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan 
pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan 
nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.  
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan 
pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien 
dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.  
 
 
Bagian Kesebelas . . . 
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Bagian Kesebelas 
Pelayanan Darah  
 
Pasal 86 
(1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan 
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar 
dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan 
komersial.  
(2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi 
kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan 
kesehatan pendonor.  
(3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan 
untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan 
laboratorium guna mencegah penularan penyakit.  
 
Pasal 87 
(1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah 
dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.  
(2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang 
tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.  
 
Pasal 88 
(1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, 
pengerahan pendonor darah, penyediaan, 
pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian 
darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan.  
(2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan 
dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima 
darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit 
melalui transfusi darah.  
Pasal 89 . . . 
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Pasal 89 
Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah 
untuk pelayanan transfusi darah.  
 
Pasal 90 
(1)  Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.  
(2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam 
penyelenggaraan pelayanan darah.  
(3)  Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.  
 
Pasal 91 
(1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
melalui proses pengolahan dan produksi.  
(2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.  
 
Pasal 92 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Bagian Kedua Belas 
Kesehatan Gigi dan Mulut 
 
Pasal 93 
(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, 
pencegahan penyakit gigi,  pengobatan penyakit gigi, dan 
pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara 
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.  
(2)   Kesehatan . . . 
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(2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi 
perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, 
usaha kesehatan gigi sekolah.  
 
Pasal 94 
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin 
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat 
kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan 
terjangkau oleh masyarakat.  
 
 
Bagian Ketiga Belas 
Penanggulangan Gangguan Penglihatan  
dan Gangguan Pendengaran  
  
Pasal 95 
(1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan 
pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan 
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran 
masyarakat.  
(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, 
pemerintah daerah,  dan masyarakat.  
 
Pasal 96 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan 
penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
 
 
 
 
Bagian Keempat Belas . . . 
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Bagian Keempat Belas 
Kesehatan Matra 
 
Pasal 97 
(1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya 
kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan 
matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, 
laut, dan udara.  
(2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, 
kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan 
kedirgantaraan.  
(3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan 
sesuai dengan standar dan persyaratan.  
(4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
 
Bagian Kelima Belas 
Pengamanan dan Penggunaan  
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
 
Pasal 98 
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 
(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 
kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, 
mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan 
bahan yang berkhasiat obat.  
(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, 
pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan 
alat kesehatan harus memenuhi standar mutu 
pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah.  
(4) Pemerintah . . . 
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(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, 
mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, 
penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).  
 
Pasal 99 
(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta 
dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan 
dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, 
serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga 
kelestariannya. 
(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, 
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan 
sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
manfaat dan keamanannya. 
(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan 
sediaan farmasi. 
 
Pasal 100 
(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat 
dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, 
perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap 
dijaga kelestariannya.  
(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan 
bahan baku obat tradisional . 
 
Pasal 101 
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, 
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat 
tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat 
dan keamanannya. 
 
(2)    Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, 
mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan 
menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 102 
(1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan 
psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep 
dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk 
disalahgunakan.  
(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Pasal 103 
(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, 
mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan 
psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau 
persyaratan tertentu.   
(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, 
serta penggunaan narkotika dan psikotropika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 104 
(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari 
bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi 
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
khasiat/kemanfaatan. 
(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan 
secara rasional. 
 
 
Pasal 105 . . . 
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Pasal 105 
(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat 
harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku 
standar lainnya. 
(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan 
kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar 
dan/atau persyaratan yang ditentukan. 
 
Pasal 106 
(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah mendapat izin edar. 
(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan 
kelengkapan serta tidak menyesatkan. 
(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan 
memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan 
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin 
edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi 
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau 
kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 107 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi 
dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 108 
(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan 
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 
pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, 
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, 
bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2)   Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keenam Belas 
Pengamanan Makanan dan Minuman 
 
Pasal 109 
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, 
mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman 
yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil 
teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin 
agar aman bagi  manusia, hewan yang dimakan manusia, dan 
lingkungan.  
 
Pasal 110 
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan 
mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau 
yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil 
olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang 
mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya.  
 
Pasal 111 
(1)  Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk 
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan.  
(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib 
diberi tanda atau label yang berisi: 
a. Nama produk;    
b. Daftar bahan yang digunakan; 
c. Berat bersih atau isi bersih; 
 
d.   Nama . . . 
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d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
memasukan makanan dan minuman kedalam 
wilayah Indonesia; dan 
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.  
(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 
standar, persyaratan kesehatan, dan/atau 
membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari 
peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Pasal 112 
Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan 
mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, 
dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,    
Pasal 110, dan Pasal 111.  
 
Bagian Ketujuh Belas 
Pengamanan Zat Adiktif 
 
Pasal 113 
(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat 
adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan 
membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, 
masyarakat, dan lingkungan.  
(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, 
cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang 
penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi 
dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. 
(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang 
mengandung zat adiktif harus memenuhi standar 
dan/atau persyaratan yang ditetapkan. 
Pasal 114 . . . 
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Pasal 114 
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke 
wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.  
 
Pasal 115 
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar mengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadah; 
e. angkutan umum;  
f. tempat kerja; dan 
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa 
rokok di wilayahnya.  
 
Pasal 116 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang 
mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Bagian Kedelapan Belas 
Bedah Mayat 
 
Pasal 117 
Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-
sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara 
permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat 
dibuktikan.  
 
Pasal 118 
(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya 
identifikasi.  
 
(2)   Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi 
mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri.  
 
Pasal 119 
(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan 
pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat 
klinis di rumah sakit.  
(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau 
menyimpulkan penyebab kematian.  
(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa 
hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat 
pasien.  
(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang 
membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis 
mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis 
dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan 
persetujuan.  
 
Pasal 120 
(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu 
kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat 
anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi 
pendidikan kedokteran.  
(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang 
tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh 
keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut 
semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.   
(3)   Mayat . . . 
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(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah 
diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, 
dan disimpan sekurang-kurangnya  1 (satu) bulan sejak 
kematiannya.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan    
ayat (3) diatur dengan  Peraturan Menteri.  
 
Pasal 121 
(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya 
dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan 
kewenangannya.  
(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan  
bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak 
pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada 
penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 122 
(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan 
bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh 
dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan 
perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya 
tidak dimungkinkan.  
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di 
wilayahnya.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah 
mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.  
 
 
 
 
Pasal 123 . . . 
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Pasal 123 
(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat 
dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor 
untuk kepentingan transplantasi organ.  
(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian 
dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  
 
Pasal 124 
Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan 
sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika 
profesi.  
 
Pasal 125 
Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana 
dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum 
ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.  
 
 
BAB VII 
KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,  
REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 
 
Bagian Kesatu  
Kesehatan ibu, bayi, dan anak 
 
Pasal 126  
 (1)  Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga 
kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi 
yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka 
kematian ibu. 
(2)   Upaya . . . 
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(2)  Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitatif. 
(3)  Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat 
dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. 
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan 
ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal  127 
(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat 
dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan 
ketentuan: 
a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri 
yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri 
dari mana ovum berasal;  
b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan untuk itu; dan 
c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara 
alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 128 
(1)  Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu 
eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 
kecuali atas indikasi medis. 
(2)  Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan 
penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 
(3)  Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat 
sarana umum. 
 
Pasal 129 . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 48 - 
 
 
Pasal 129 
(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan 
dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan 
air susu ibu secara eksklusif. 
(2)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 130 
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada 
setiap bayi dan anak. 
 
Pasal 131 
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus 
ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan 
datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk 
menurunkan angka kematian bayi dan anak. 
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak 
anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah 
dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.  
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi 
orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan 
pemerintah daerah. 
 
Pasal 132 
(1)  Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh 
secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak 
tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 
(2)  Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(3)  Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah 
terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui 
imunisasi. 
(4)   Ketentuan . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 49 - 
 
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi 
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 
 
Pasal 133 
(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar 
dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan 
yang dapat mengganggu kesehatannya. 
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya 
perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kebutuhan. 
 
Pasal 134 
(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau 
kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta 
menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap 
penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut. 
(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 135 
 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib 
menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan 
untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh 
dan berkembang secara optimal serta mampu 
bersosialisasi secara sehat. 
(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi 
sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar 
tidak membahayakan kesehatan anak. 
 
Bagian Kedua . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 50 - 
 
 
Bagian Kedua 
Kesehatan Remaja 
 
Pasal 136 
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan 
untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat 
dan produktif, baik sosial maupun ekonomi. 
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi 
remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan 
kesehatan yang dapat menghambat kemampuan 
menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. 
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 
 
Pasal 137 
(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat 
memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai 
kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan 
bertanggung jawab. 
(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam 
menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi 
dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Bagian Ketiga 
Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 
 
Pasal 138 
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus 
ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan 
produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. 
(2)   Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut 
usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif 
secara sosial dan ekonomis. 
 
Pasal 139 
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus 
ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan 
produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. 
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang 
cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif 
secara sosial dan ekonomis. 
 
Pasal 140 
Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan 
penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat. 
 
 
BAB VIII 
GIZI 
 
Pasal 141 
(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk 
peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. 
(2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) dilakukan melalui : 
a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai 
dengan gizi seimbang; 
b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan 
kesehatan; 
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang 
sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan 
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 
(3)   Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat 
bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan 
yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan 
terjangkau. 
(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar 
mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.   
(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan 
antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota. 
 
Pasal 142 
(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus 
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut 
usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: 
a.  bayi dan balita; 
b.  remaja perempuan; dan 
c.  ibu hamil dan menyusui. 
(2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar 
angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan 
standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. 
(3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan 
kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi 
darurat. 
(4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan 
informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.  
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. 
 
Pasal 143 
Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan 
pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi. 
 
BAB IX . . . 
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BAB IX 
KESEHATAN JIWA 
 
Pasal 144 
(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap 
orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, 
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang 
dapat mengganggu kesehatan jiwa. 
(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, 
rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah 
psikososial. 
(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa 
yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, 
aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan 
jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2). 
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 
mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis 
masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa 
keseluruhan, termasuk mempermudah akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa. 
 
Pasal 145 
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin 
upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan 
rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di 
tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3). 
 
 
 
 
 
Pasal 146 . . . 
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Pasal 146 
 (1)   Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi 
yang benar mengenai kesehatan jiwa. 
(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang 
yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. 
(3)   Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban 
menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang 
kesehatan jiwa. 
 
Pasal 147 
(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa 
merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat.  
(2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap 
menghormati hak asasi penderita. 
(3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, 
digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang 
memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 148 
(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama 
sebagai warga negara. 
(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, 
kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan 
lain. 
 
 
 
 
 
Pasal 149 . . . 
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Pasal 149 
(1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, 
dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan 
umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di 
fasilitas pelayanan kesehatan.  
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat  wajib 
melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang 
terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan 
dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu 
ketertiban dan/atau keamanan umum.  
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 
atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif 
masyarakat.  
(4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita 
gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.  
 
Pasal 150 
(1)  Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan 
penegakan hukum (visum et repertum psikiatricum) 
hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran 
jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. 
(2)  Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang 
diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan 
oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan 
kompetensi sesuai dengan standar profesi. 
 
Pasal 151 
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
BAB X . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 56 - 
 
 
BAB X 
 PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 
 
Bagian Kesatu 
Penyakit Menular 
 
Pasal 152 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular 
serta akibat yang ditimbulkannya.  
(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan 
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk melindungi masyarakat dari 
tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, 
cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk 
mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit 
menular.  
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan 
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, 
dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. 
(4)   Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan 
dan/atau orang dan sumber penularan lainnya. 
(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. 
(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan melalui lintas sektor. 
(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama 
dengan negara lain. 
 
 (8)   Upaya . . . 
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(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan 
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 153  
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang 
aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi 
masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular 
melalui imunisasi. 
 
Pasal 154 
(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan 
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 
menjadi sumber penularan. 
(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap 
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama 
dengan masyarakat dan negara lain. 
(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan 
karantina, tempat karantina, dan lama karantina. 
 
Pasal 155 
(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan 
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat 
menjadi sumber penularan.  
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans 
terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
(3)   Dalam . . . 
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(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja 
sama dengan masyarakat.  
(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang 
memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama 
karantina. 
(5) Pemerintah daerah  dalam  menetapkan dan 
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang 
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu 
singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan 
jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat 
karantina, dan lama karantina berpedoman pada 
ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1).  
 
Pasal 156 
(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, 
dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat 
menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, 
atau kejadian luar biasa (KLB). 
(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian 
yang diakui keakuratannya. 
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, 
letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
(4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
 
Pasal 157 . . . 
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Pasal 157 
(1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib 
dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit 
menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.  
(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, 
tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa 
tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan 
sumber penyakit lain. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Bagian Kedua 
Penyakit Tidak Menular 
 
Pasal 158 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 
penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang 
ditimbulkannya. 
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan 
berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit 
tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan. 
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan 
penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),       
ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
Pasal 159 . . . 
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Pasal 159 
(1)    Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan 
pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan 
surveilan kematian. 
(2)   Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
memperoleh informasi yang esensial serta dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya 
pengendalian penyakit tidak menular. 
(3)    Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk 
jejaring, baik nasional maupun internasional. 
 
Pasal 160 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat 
bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, 
informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko 
penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase 
kehidupan. 
(2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, 
merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu 
lintas yang tidak benar. 
 
Pasal 161 
(1)  Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 
meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif. 
(2)   Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan 
kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat 
diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau 
oleh masyarakat. 
(3)  Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan 
penyakit tidak menular.  
BAB XI . . . 
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BAB XI 
KESEHATAN LINGKUNGAN 
 
Pasal 162 
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan 
kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 
Pasal 163 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak 
mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. 
(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, 
tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. 
(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan 
kesehatan, antara lain: 
a. limbah cair; 
b. limbah padat; 
c. limbah gas; 
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan pemerintah; 
e. binatang pembawa penyakit; 
f. zat kimia yang berbahaya; 
g. kebisingan yang melebihi ambang batas; 
h. radiasi sinar pengion dan non pengion; 
i. air yang tercemar; 
j. udara yang tercemar; dan 
k. makanan yang terkontaminasi. 
 
 
 (4)   Ketentuan . . . 
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(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan 
lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
BAB XII 
KESEHATAN KERJA 
 
Pasal 164 
(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi 
pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan 
kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh 
pekerjaan.  
(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal. 
(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang 
berada di lingkungan tempat kerja. 
(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada 
lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, 
maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.  
(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
menjamin lingkungan kerja yang sehat serta 
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 
(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas 
kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
Pasal 165 . . . 
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Pasal 165 
(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk 
upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, 
peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga 
kerja. 
(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan 
tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang 
berlaku di tempat kerja. 
(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada 
perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan 
secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
Pasal 166 
(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan 
pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, 
pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung 
seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. 
(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas 
gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh 
pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk 
perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) dan ayat (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XIII . . . 
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BAB XIII 
PENGELOLAAN KESEHATAN 
 
Pasal 167 
(1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat 
melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi 
kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, 
pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 
masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi  di bidang 
kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara 
terpadu dan saling mendukung guna menjamin 
tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
(2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di 
pusat dan daerah. 
(3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
 
BAB XIV 
INFORMASI KESEHATAN 
 
Pasal 168 
(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif 
dan efisien diperlukan informasi kesehatan. 
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui 
lintas sektor. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
 Pasal 169 . . . 
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Pasal 169 
Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat 
untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam 
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
 
BAB XV 
PEMBIAYAAN KESEHATAN 
 
Pasal 170 
(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan 
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan 
jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan 
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna 
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan 
kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat setinggi-tingginya.  
(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, 
alokasi, dan pemanfaatan. 
(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber 
lain. 
Pasal 171 
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan 
minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara di luar gaji.  
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh 
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di 
luar gaji. 
(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk 
kepentingan pelayanan publik yang besarannya 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran 
kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja 
negara  dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Pasal 172 . . . 
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Pasal 172 
(1)  Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan 
kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama 
bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak 
terlantar. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi 
pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 173 
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari 
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) 
dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional 
dan/atau asuransi kesehatan komersial. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial nasional  dan/atau asuransi kesehatan 
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
BAB XVI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 174 
(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan 
maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan 
pembangunan kesehatan dalam rangka membantu 
mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya. 
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. 
 
 
 BAB XVII . . .
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BAB XVII 
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN 
 
Bagian Kesatu 
Nama dan Kedudukan 
 
Pasal 175 
Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan 
independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di 
bidang kesehatan. 
 
Pasal 176 
(1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat 
dan daerah. 
(2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan 
Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat 
BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik 
Indonesia. 
(3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya 
disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan 
kabupaten/kota. 
(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat 
kecamatan. 
 
Bagian Kedua 
Peran, Tugas, dan Wewenang 
 
Pasal 177 
(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan 
lingkup tugas masing-masing. 
(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain: 
a.  menginventarisasi masalah melalui penelaahan 
terhadap berbagai informasi dan data yang relevan 
atau berpengaruh terhadap proses pembangunan 
kesehatan; 
b.   memberikan . . . 
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b.  memberikan masukan kepada pemerintah tentang 
sasaran pembangunan kesehatan selama kurun 
waktu 5 (lima) tahun; 
c.  menyusun strategi pencapaian dan prioritas 
kegiatan pembangunan kesehatan; 
d.  memberikan masukan kepada pemerintah dalam 
pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya 
untuk pembangunan kesehatan; 
e.  melakukan advokasi tentang alokasi dan 
penggunaan dana dari semua sumber agar 
pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan 
strategi yang ditetapkan; 
f.  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
pembangunan kesehatan; dan 
g.  merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif 
yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan 
pembangunan kesehatan yang menyimpang. 
(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan 
masyarakat dalam bidang kesehatan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan 
organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Presiden. 
 
 
BAB XVIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembinaan 
 
Pasal 178 
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan 
terhadap masyarakat dan terhadap setiap  penyelenggara 
kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di 
bidang kesehatan dan upaya kesehatan. 
 
Pasal 179 . . . 
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Pasal 179 
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 
diarahkan untuk: 
a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan; 
b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan 
upaya kesehatan; 
c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas 
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;  
d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk 
sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan 
dan minuman; 
e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan 
standar dan persyaratan; 
f. melindungi masyarakat terhadap segala 
kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi 
kesehatan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 
a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan 
masyarakat; 
b. pendayagunaan tenaga kesehatan; 
c. pembiayaan. 
 
Pasal 180 
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, 
dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan 
yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan 
kesehatan. 
 
Pasal 181 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 
Pengawasan 
 
Pasal 182 
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat 
dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan. 
(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat 
memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya 
kesehatan.  
(3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non 
kementerian, kepala dinas di provinsi, dan 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kesehatan. 
(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan 
mengikutsertakan masyarakat. 
 
Pasal 183 
Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat 
tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan 
pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan. 
 
Pasal 184 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi: 
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam 
kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
upaya kesehatan; 
b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan 
dan fasilitas kesehatan. 
Pasal 185 . . . 
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Pasal 185 
Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat 
dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai 
hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas 
yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal 
dan surat perintah pemeriksaan. 
 
Pasal 186 
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau 
patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, 
tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 187 
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
 
Pasal 188 
(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif 
terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah 
nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau 
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kesehatan. 
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertulis; 
b. pencabutan izin sementara atau izin tetap. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini 
diatur oleh Menteri.  
 
 
BAB XIX . . . 
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BAB XIX 
PENYIDIKAN 
 
Pasal 189 
(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang 
kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
kesehatan. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 
serta keterangan tentang tindak pidana di bidang 
kesehatan; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
atau badan hukum sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang kesehatan; 
d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau 
dokumen lain tentang tindak pidana di bidang 
kesehatan; 
e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau 
barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
kesehatan; 
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;  
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat 
cukup bukti yang membuktikan adanya tindak 
pidana di bidang kesehatan. 
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
BAB XX . . . 
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BAB XX 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 190 
(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga 
kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada 
fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak 
memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang 
dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau 
kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  
 
Pasal 191   
Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan 
kesehatan tradisional  yang menggunakan alat dan teknologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga 
mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau 
kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 
  
Pasal 192   
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 193 . . . 
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Pasal 193  
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik 
dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
      
Pasal 194 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
  
Pasal 195  
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah 
dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 
Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
 
Pasal 196  
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 
tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,  
khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 197  
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 
tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
Pasal 198 . . . 
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Pasal 198 
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 
untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
Pasal 199   
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan 
peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  114 dipidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan 
tanpa rokok  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 
dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 
 
Pasal 200  
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program 
pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) 
  
Pasal 201   
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,  
Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 
dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan 
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),     
Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, 
Pasal 199, dan Pasal 200. 
(2)   Selain . . . 
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b.  pencabutan status badan hukum. 
 
 
 
BAB XXI 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 202 
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
tanggal pengundangan Undang-Undang ini. 
 
Pasal 203 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 
 
 
BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 204 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang   
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 205 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 77 - 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  36  TAHUN  2009  
 TENTANG 
KESEHATAN 
 
I. UMUM 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita 
bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa 
Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian 
abadi serta keadilan sosial.  
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 
pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya 
pembangunan kesehatan. 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan 
prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang 
sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan 
nasional. 
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada 
mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-
angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh 
masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang 
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat 
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke 
dalam . . . 
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dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya 
disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk 
melaksanakan pembangunan kesehatan.  
Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan 
munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan 
yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya 
kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini 
ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada 
pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di 
masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu 
tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan 
upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang 
persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat 
konsumtif/pemborosan.  
Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum 
menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi 
berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana 
kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan 
negara lain.  
Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu 
faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada 
sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni 
paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif 
tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.  
Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah 
undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang 
berwawasan sakit. 
Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi 
menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 3 - 
Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa 
bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing 
yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 
menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.  
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32        
Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah      
Nomor 38 Tahun 2007 yang  mengatur tentang pembagian urusan antara 
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.  
Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat 
dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan 
era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan 
dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL  
 Pasal  1 
 Cukup jelas. 
 Pasal 2 
Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang 
memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui 
upaya kesehatan sebagai berikut: 
(5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan 
harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan 
agama dan bangsa. 
(6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara 
fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. 
(7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan 
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 
 
d. asas . . .
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(8) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada 
pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. 
(9) asas penghormatan  terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. 
(10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus 
dapat  memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua 
lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 
(11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan 
kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan 
laki-laki. 
(12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus 
memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan  agama 
yang dianut masyarakat. 
  
 Pasal 3 
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. 
Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada 
suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang 
nyata dari setiap orang atau masyarakat.  
Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus 
menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam 
pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
 
 Pasal 4 
Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan 
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 
 Pasal 5 
Cukup jelas. 
          
 
 
Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 
Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
Ayat (1)  
Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah 
perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi 
penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara 
serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif 
masyarakat 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada 
masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata 
dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh 
wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat 
dalam memperoleh layanan kesehatan. 
 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 
perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil 
guna. 
 
Pasal 19 
Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh 
masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di 
seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh 
seluruh masyarakat. 
 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, 
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan 
kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya 
kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan 
keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga 
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan 
masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, 
tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah 
tenaga kesehatan di luar tenaga medis. 
 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
Ayat (1) 
Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan 
yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses 
registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus 
mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi 
kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan 
agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur 
sendiri pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang 
diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya  dengan tetap mengacu 
pada peraturan perundang-undangan. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang 
bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan 
pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima 
pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang 
disepakati oleh para pihak. 
 
 Pasal 30 . . . 
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Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama 
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 
kesehatan dasar. 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 
kesehatan spesialistik. 
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan 
kesehatan sub spesialistik. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Cukup jelas. 
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
 
 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  
Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar 
diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
Cukup jelas.     
 
Pasal 40 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Cukup jelas. 
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
 
Ayat (6) . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 11 - 
Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “obat generik” adalah obat generik dengan 
menggunakan nama Internasional Non Propertery Name (INN).  
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, 
teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan 
untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan 
teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi 
Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan 
intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul 
baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang 
dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan 
kesehatan masyarakat (public health emergency of international 
concern/PHEIC) harus dipertimbangkan kemanfaatan (benefit 
sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system) 
demi untuk kepentingan nasional. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “teknologi kesehatan” dalam ketentuan ini 
adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari 
penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang 
kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 43 . . . 
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Pasal 43 
Ayat (1)  
Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur 
perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan 
usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan 
pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan 
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan 
penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang 
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi 
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan 
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, 
manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 
ada atau menghasilkan teknologi baru. 
Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 
disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 
menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi 
ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif 
untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan tertentu.  
Ayat (2) 
Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji 
coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu 
menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) yang 
bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang 
otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (beneficence) dan tidak 
merugikan (nonmaleficence) dan keadilan (justice). 
Ayat (3) . . . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 13 - 
Ayat (3) 
Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan 
kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan 
pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus 
mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek 
penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan 
penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan 
hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, 
metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain 
yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka 
penelitian dan pengembangan kesehatan. 
Ayat (4)  
Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan              
hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling              
rendah (nonsentient organism) dan hewan yang paling rendah pada 
skala evolusi. Keberhati-hatian (caution) yang wajar harus 
diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan 
dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus 
dihormati. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan bagi 
pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang 
bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/atau bahan 
senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan 
manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan 
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta 
membahayakan ketahanan nasional. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 46 . . . 
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Pasal 46 
Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
Cukup jelas. 
 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
 
Pasal 54 
Cukup jelas. 
 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
 
 
Pasal 58 . . . 
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Pasal 58 
Ayat (1) 
Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk 
didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
 
Pasal 60 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” dalam 
ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan 
pengobatan tradisional yang dilakukan. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
 
Pasal 62 
Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
Pasal 65 . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 16 - 
 
 
Pasal 65 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” 
dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri 
yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, 
ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
 
Pasal 67 
Ayat (1)  
Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam 
rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, 
pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. 
Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar 
Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium 
kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya 
koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari 
pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri 
hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan 
pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 
maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan 
pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali 
mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar 
diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman 
spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi 
dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang 
relevan.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 68 . . . 
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Pasal 68 
Cukup jelas. 
 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
 
Pasal 70 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “sel punca” dalam ketentuan ini adalah sel 
dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu 
memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu 
berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 71 
Cukup jelas. 
 
Pasal 72 
Cukup jelas. 
 
Pasal 73 
Cukup jelas. 
 
Pasal 74 
Cukup jelas. 
 
Pasal 75 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah 
setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui 
pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah 
dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang 
yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 76 
Cukup jelas. 
 
Pasal 77 
Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak 
aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan 
dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang 
bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak 
profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang 
berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi 
dari pada indikasi medis. 
 
Pasal 78 
Cukup jelas. 
 
Pasal 79 
Cukup jelas. 
 
Pasal 80 
Cukup jelas. 
 
Pasal 81 
Cukup jelas. 
 
 
 Pasal 82 . . . 
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Pasal 82 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “bencana” dalam ketentuan ini adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 
dampak psikologis. 
Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan 
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana 
dan pascabencana. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” dalam ketentuan ini 
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana 
dan sarana. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Cukup jelas. 
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
Pasal 83 
Cukup jelas. 
 
Pasal 84 
Cukup jelas. 
 
Pasal 85 
Cukup jelas. 
 
Pasal 86 
Cukup jelas. 
 
Pasal 87 
Cukup jelas. 
 
Pasal 88 
Cukup jelas. 
 
Pasal 89 
Cukup jelas. 
Pasal 90 . . . 
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Pasal 90 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, 
jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi 
kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya. 
Ayat (3) 
Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap 
insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari 
keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. 
 
Pasal 91 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam ketentuan ini 
adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah 
merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh 
UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara. 
Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam ketentuan ini  
adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein 
plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan  
faktor IX  dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh 
Pemerintah. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” dalam ketentuan ini 
termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan 
darah transfusi. 
 
Pasal 92 
Cukup jelas. 
 
Pasal 93 
Ayat (1)  
Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase 
tumbuh kembang: 
a. Fase . . . 
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a. Fase janin; 
b. Ibu Hamil; 
c. Anak-anak; 
d. Remaja; 
e. Dewasa; dan 
f. Lanjut Usia. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 94 
Cukup jelas. 
 
Pasal 95 
Ayat (1) 
Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk donor 
kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah kebutaan dan 
pendengaran. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 96 
Cukup jelas. 
 
Pasal 97 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kesehatan matra” dalam ketentuan ini 
adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang 
dapat menimbulkan masalah kesehatan. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kesehatan lapangan” dalam ketentuan ini 
adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan 
didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok 
adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan 
pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun 
tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.  
Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “kesehatan kelautan dan bawah air” dalam 
ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan 
pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan 
lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran 
pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan 
kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak 
langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah 
air. 
Yang dimaksud dengan “kesehatan kedirgantaraan” dalam 
ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang 
lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa 
dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) 
dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan 
kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap 
orang  secara langsung atau tidak langsung. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 98 
Cukup jelas. 
 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
 
Pasal 100 
Cukup jelas. 
 
Pasal 101 
Cukup jelas. 
 
Pasal 102 
Cukup jelas. 
 
Pasal 103 
Cukup jelas. 
 
Pasal 104 . . . 
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Pasal 104 
Cukup jelas. 
 
Pasal 105 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam ketentuan ini 
adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat 
menggunakan US farmakope, British farmakope, international 
farmakope. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 106 
Cukup jelas. 
 
Pasal 107 
Cukup jelas. 
 
Pasal 108 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini 
adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan 
kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga 
kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara 
terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, 
dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Pasal 109 
Cukup jelas. 
Pasal 110 
Cukup jelas. 
Pasal 111 
Cukup jelas. 
Pasal 112 . . . 
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Pasal 112 
Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan 
makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan 
pengolahan makanan dan minuman. 
 
Pasal 113 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh 
bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan 
palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang 
mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah 
penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. 
 
Pasal 114 
Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini 
adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar 
atau bentuk lainnya. 
 
Pasal 115 
Ayat (1) 
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat 
menyediakan tempat khusus untuk merokok. 
Ayat (2)  
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus 
mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. 
 
Pasal 116 
Cukup jelas. 
 
Pasal 117 
Cukup jelas. 
Pasal 118 . . . 
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Pasal 118 
Cukup jelas. 
 
Pasal 119 
Cukup jelas. 
 
Pasal 120 
Cukup jelas. 
 
Pasal 121 
Cukup jelas. 
 
Pasal 122 
Cukup jelas. 
 
Pasal 123 
Cukup jelas. 
 
Pasal 124 
Cukup jelas. 
 
Pasal 125 
Cukup jelas. 
 
Pasal 126 
Cukup jelas. 
 
Pasal 127 
Cukup jelas. 
 
Pasal 128 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” dalam 
ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, 
dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan 
memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai 
tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.   
Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini 
adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan 
memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang 
ditetapkan oleh tenaga medis.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 129 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa 
pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 130 
Cukup jelas. 
 
Pasal 131 
Cukup jelas. 
 
Pasal 132 
Cukup jelas. 
Pasal 133 
Cukup jelas. 
 
Pasal 134 
Cukup jelas. 
 
Pasal 135 
Cukup jelas. 
 
 Pasal 136 . . . 
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Pasal 136 
Ayat (1)  
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan 
edukasi serta  layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi 
remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar 
terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang 
dapat menghambat pengembangan potensi anak. 
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan 
pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun 
luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam 
lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan 
berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya 
manusia yang berkualitas. 
Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi 
orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun 
ekonomi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 137 
Cukup jelas. 
 
Pasal 138 
Cukup jelas. 
 
Pasal 139 
Cukup jelas. 
 
Pasal 140 
Cukup jelas. 
 
Pasal 141 
Ayat (1) 
Cukup jelas.  
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan ini adalah 
asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko 
gizi lebih dan gizi kurang. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 142 
Cukup jelas. 
 
Pasal 143 
Cukup jelas. 
 
Pasal 144 
Cukup jelas. 
Pasal 145 
Cukup jelas. 
 
Pasal 146 
Cukup jelas. 
 
Pasal 147 
Cukup jelas. 
 
Pasal 148 
Cukup jelas. 
 
Pasal 149 
Cukup jelas. 
 
Pasal 150 
Cukup jelas. 
 
Pasal 151 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 152 . . . 
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Pasal 152 
Cukup jelas. 
Pasal 153 
Cukup jelas. 
 
Pasal 154 
Cukup jelas. 
 
Pasal 155 
Cukup jelas. 
 
Pasal 156 
Cukup jelas. 
 
Pasal 157 
Ayat (1) 
Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular 
dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat 
memudahkan penularan penyakit pada orang lain. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 158 
Cukup jelas. 
 
Pasal 159 
Cukup jelas. 
 
Pasal 160 
Cukup jelas. 
Pasal 161 
Cukup jelas. 
 
 
Pasal 162 . . . 
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Pasal 162 
Cukup jelas. 
 
Pasal 163 
Cukup jelas. 
 
Pasal 164 
Cukup jelas. 
 
Pasal 165 
Cukup jelas. 
 
Pasal 166 
Cukup jelas. 
 
Pasal 167 
Cukup jelas. 
 
Pasal 168 
Cukup jelas. 
Pasal 169 
Cukup jelas. 
 
Pasal 170 
Cukup jelas. 
 
Pasal 171 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh 
persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah 
yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara 
bertahap. 
 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “kepentingan pelayanan publik” dalam 
ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan 
preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan 
rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan 
derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan 
efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan 
promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 
APBN dan APBD. 
 
Pasal 172 
Cukup jelas. 
 
Pasal 173 
Cukup jelas. 
 
Pasal 174 
Cukup jelas. 
Pasal 175 
Cukup jelas. 
 
Pasal 176 
Cukup jelas. 
 
Pasal 177 
Cukup jelas. 
 
Pasal 178 
Cukup jelas. 
 
Pasal 179 
Cukup jelas. 
 
Pasal 180 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 181 . . . 
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Pasal 181 
Cukup jelas. 
 
Pasal 182 
Cukup jelas. 
 
Pasal 183 
Cukup jelas. 
 
Pasal 184 
Cukup jelas. 
 
Pasal 185 
Cukup jelas. 
Pasal 186 
Cukup jelas. 
 
Pasal 187 
Cukup jelas. 
 
Pasal 188 
Cukup jelas. 
 
Pasal 189 
Cukup jelas. 
 
Pasal 190 
Cukup jelas. 
 
Pasal 191 
Cukup jelas. 
 
Pasal 192 
Cukup jelas. 
Pasal 193 
Cukup jelas. 
Pasal 194 . . . 
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Pasal 194 
Cukup jelas. 
 
Pasal 195 
Cukup jelas. 
 
Pasal 196 
Cukup jelas. 
 
Pasal 197 
Cukup jelas. 
 
Pasal 198 
Cukup jelas. 
 
Pasal 199 
Cukup jelas. 
 
Pasal 200 
Cukup jelas. 
 
Pasal 201 
Cukup jelas. 
 
Pasal 202 
Cukup jelas. 
 
Pasal 203 
Cukup jelas. 
 
Pasal 204 
Cukup jelas. 
 
Pasal 205 
Cukup jelas. 
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